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ABSTRAK 
Muhammad Nur (E211 11 267), Strategi Peningkatan Usaha Pedagang Kaki 
Lima di Kecamatan Turikale Kabupaten Maros, xi+ 80 halaman+ 1 gambar+ 8 
tabel+ pustaka (2002-2014). Dibimbing oleh: Prof. Dr. H. Rakhmat, MS dan Dr, 
Hamsinah, M.Si 
Tujuan penelitian ini untuk mendiskripsikan strategi pengembangan usaha 
pedagang kaki lima dalam hal peningkatan pendapatan pedagang kaki lima lima 
di Kecamatan Turikale Kabuptaen Maros. 
Metode penelitian yang digunakan dalam peneltitian ini adalah pendekatan 
kualitatif dimana dalam penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif yaitu untuk 
mengetahui atau menggambarkan kenyataan dari kejadian yang diteliti. Proses 
analisis data dilakukan secara terus menerus dimulai dengan menelaah data yang 
tersedia dari berbagai sumber, yaitu dari wawancara, pengamatan yang sudah 
dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen dan sebagainya sampai dengan 
penarikan kesimpulan. 
Adapun hasil penelitian yaitu pedagang kaki lima merupakan salah satu 
usaha sektor informal yang banyak menghadapi masalah. Mulai dari masalah 
tempat usaha sampai bagaimana mereka meningkatkan usaha mereka dengan 
modal pribadi. Beberapa aturan yang kemudian dikeluarkan oleh pemerintah 
Kabupaten Maros yaitu penataan pedagang kaki lima untuk mengatasi masalah 
tersebut. Dalam penelitian ini, yang menjadi fokus penelitian adalah strategi 
peningkatan usaha pedagang kaki lima yang dibagi atas (lima) 5 aspek yakni 
tenaga kerja, teknologi, tempat usaha, pengetahuan usaha dan modal. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa strategi peningkatan usaha pedagang kaki lima di 
Kecamatan Turikale Kabupaten Maros dimana dari aspek tempat usaha 
pemerintah telah berhasil merelokasi para pedagang kaki lima ke kawasan kuliner 
yang telah ditentukan, dari aspek pengetahuan usaha pemerintah juga telah 
memberikan berbagai kegiatan pelatihan mengenai peningkatan usaha dan 
sebagainya. Yang kemudian menjadi masalah dalam hal peningkatan usaha 
pedagang kaki lima ini, para pedagang masih menggunakan modal pribadi 
sehingga sulit untuk meningkatkan penghasilan dengan modal mereka sendiri 
tanpa bantuan dari pemerintah. 
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ABSTRAC 
Muhammad Nur (E211 11 267), Business improvement strategy hawkers in 
District Turikale of Kabupaten Maros, xi+ 80 pages+ 1 pictures+ 8 tables+ 
library (2002-2014). Supervised by: Prof. Dr. H. Rakhmat, MS dan Dr, 
Hamsinah, M.Si 
The purpose of this study is to analyze the business improvement strategies 
hawkers in the district in Turikale of Maros regency.  
The method of used in this research is a qualitative approach in which the 
research is descriptive that is to know or describe the reality of the incident is being 
investigated. The process of data analysis conducted continuously begins by 
examining the data available from various sources, from interviews, observations 
that have been written in the field notes, documents, and so on until the conclusion. 
These research result is hawkers is one of the informal sector enterprises 
face many problems. Ranging from business premises to how they increase their 
business with private capital. Some rules are then issued by the government, 
namely the arrangement Maros street hawkers to resolve the issue. In this study, 
which is the focus of research is a business improvement strategy hawkers are 
divided over the (five) 5 aspects of the manpower, technology, business premises, 
business knowledge and capital. The results showed that the strategy of increasing 
efforts in the district of street hawkers in the  district in Turkale of Maros regency 
aspect of the place of business where the government has managed to relocate 
the hawkers to culinary region that has been determined, from the aspect of 
knowledge of the government's efforts have provided a number of training activities 
on the improvement of business and forth. Which then becomes a problem in terms 
of improving this is business's street hawkers, traders are still using private capital 
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I.1 Latar Belakang 
Pada era reformasi ini, pemberdayaan ekonomi di Indonesia perlu 
dilakukan secara profesional. Hal ini karena tahun 2003 telah diberlakukan AFTA 
yang menuntut bangsa Indonesia untuk siap menghadapi pasar bebas (pasar 
global). Konsep Global Trade Point Network (GTPN) tersebut merupakan 
implementasi dari konsep trade efficiency programme yang dirancang oleh United 
Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) dengan tujuan untuk 
mengefektifkan perdagangan internasional. 
Secara psikologis, sebenarnya pasar global terjadi oleh adanya perubahan 
pola kehidupan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Pola 
kehidupan masyarakat yang sebelumnya berorientasi pada pangsa pasar (market 
share) menjadi (global market). Perubahan pola dasar tersebut akan berpengaruh 
terhadap kehidupan sosial budaya masyarakat, sebagaimana perluasan pasar 
terutama dengan nilai-nilai sosial dan budaya (Granovetter dalam Dieter-Evers, 
1988: 78). Begitu pula Van Kessel (1996: 97) berpendapat bahwa “pangsa global 
merupakan suatu sikap, cara berpikir, suatu tatanan baru sebagai akibat terjadinya 
pertukaran secara bebas di bidang ekonomi, politik dan kebudayaan”. Menurut A. 
Sonny Kerap (1998: 221) bahwa: “Pasar global sebagai pranata moral dijadikan 
landasan pasar global dan merupakan modal bagi dunia bisnis untuk 
mempersiapkan diri agar mampu bersaing secara sehat dan fair”. Sedangkan 
Elashmawi dan Haris (1996: 65) berpendapat bahwa: “kesuksesan perdagangan 
pada pasar global tidak hanya mengandalkan kekuatan modal dan teknologi saja, 




yang memiliki budaya yang berlandaskan pada kekeluargaan perlu mengantisipasi 
agar di era globalisasi mampu membangkitkan kembali perekonomian Indonesia. 
Prioritas untuk meningkatkan pembangunan ekonomi dan membangun 
landasan pembangunan berkelanjutan dalam rangka pengurangan pengangguran 
dan kemiskinan dilakukan melalui pembangunan bidang ekonomi, sarana 
prasarana, serta sumber daya alam dan lingkungan hidup. 
Perkembangan dan pertumbuhan ekonomi sangat tergantung kepada 
bagaimana tindakan pemerintah dengan dukungan atau keterlibatan yang populer 
dewasa ini yang disebut dengan partisipasi masyarakat dalam pembangunan 
ekonomi, karena apabila kita melihat secara realita bahwa negara-negara 
berkembang senantiasa menghadapi kondisi atau posisi yang lebih sulit 
dibandingkan bagi negara-negara yang telah maju yang sering juga disebut 
modernisasi. Yang dimaksudkan modernisasi disini merupakan suatu proses di 
mana masyarakat pada negara tertentu menyadari dan mengerti ketinggalannya 
dengan membandingkan dari negara atau masyarakat lain, kemudian melakukan 
suatu usaha sehingga hasil yang dicapai dapat mengurangi ketinggalannya dari 
negara atau masyarakat lainnya. Memang kita sangat memaklumi bahwa masih 
banyak anggota masyarakat yang tinggal di pedesaan sesungguhnya tidak 
memahami ketinggalan dan keterbatasannya sehingga hampir tidak ada upaya 
yang dilakukan untuk mencegah dinding-dinding tembok pemisah sehingga 
masalah ketertinggalan dan keterbatasan dapat diselesaikan. (Sumber: 
http://www.scribd.com/).  
Pengembangan UKM dan Koperasi diarahkan untuk menjadi pelaku 
ekonomi yang berdaya saing melalui perkuatan kewirausahaan dan peningkatan 




kebutuhan pasar, pemanfaatan hasil inovasi dan penerapan teknologi. 
Pengembangan UKM menjadi bagian integral di dalam perubahan struktur yang 
sejalan dengan modernisasi agribisnis dan agroindustri, khususnya yang 
mendukung ketahanan pangan, serta perkuatan basis produksi dan daya saing 
industri melalui pengembangan rumpun industri, percepatan alih teknologi, dan 
peningkatan kualitas SDM. Sementara itu, pengembangan usaha mikro menjadi 
pilihan strategis untuk mengurangi kesenjangan pendapatan dan kemiskinan. 
Koperasi berkembang semakin luas menjadi wahana yang efektif dalam 
menciptakan efesiensi kolektif para anggota koperasi, baik produsen maupun 
konsumen, sehingga menjadi pelaku ekonomi yang mampu mendukung upaya 
peningkatan kesejahteraan sosial ekonomi. 
Kenyataan yang ada menunjukkan bahwa usaha kecil adalah penyumbang 
besar kepada kekuatan ekonomi negara dan telah terbukti terutama di saat resesi 
ekonomi pada tahun 1985 dan 1997. Kesulitan pada masa resesi ekonomi telah 
dibantu diatasi oleh kehadiran usaha-usaha kecil. Pada saat pabrik-pabrik besar 
mulai merasakan efek kemunduran ekonomi dan memecat para pekerja, usaha 
kecil terus bertahan. Malah mereka yang di PHK dari perusahaan besar turut aktif 
menjadi pengusaha kecil kepada perekonomian negara di setiap tempat di dunia, 
era perdagangan yang akan datang dikatakan sebagai milik usaha kecil. Era 
usaha kecil mungkin adalah era keempat atau kelima dalam evolusi perdagangan 
setelah era-era produksi, penjualan dan pemasaran (mungkin satu lagi era setelah 
era pemasaran). 
Sumbangan usaha kecil kepada masyarakat dan juga negara adalah 
sangat signifikan dan bentuk sumbangan tersebut di antaranya adalah 




untuk kepentingan negara, membantu perkembangan usaha-usaha besar sebagai 
vendor (pemasok dan outsourcing) dan sebagainya. Jika kapasitas usaha kecil 
dapat diintegrasikan menjadi besar, langkah ini akan amat banyak membantu 
perkembangan usaha-usaha besar. 
Model pertumbuhan unit usaha baru yang bernilai informal adalah yang 
paling menonjol di Indonesia  dan diperkirakan lebih dari 90 persen unit usaha baru 
di Indonesia lahir dari model ini. Penyebabnya adalah: (1) sistem kekerabatan 
yang masih kental di Indonesia sehingga pengusaha mempunyai kecenderungan 
menampung keluarga yang belum bekerja dan selanjutnya mereka dapat 
membuka usaha sendiri, (2) komoditas yang dijual UMKN berteknologi sederhana 
sehingga mudah ditiru oleh pekerjanya dengan membuka usaha sendiri, (3) 
kesempatan usaha yang terbuka luas sehingga banyak unit usaha yang lahir 
karena faktor kebetulan, (4) keterpaksaan untuk menyambung hidup atau mengisi 
waktu karena sulit memperoleh pekerjaan dan (5) faktor sosial budaya dan lain-
lain. 
Pedagang Kaki Lima ini timbul dari adanya suatu kondisi pembangunan 
perekonomian dan pendidikan yang tidak merata di seluruh Negara Republik 
Indonesia. Pedagang Kaki Lima ini juga timbul dari akibat tidak tersedianya 
lapangan pekerjaan bagi rakyat kecil yang tidak memiliki kemampuan dalam 
produksi. 
Persoalan pedagang kaki lima di perkotaan khususnya Kabupaten Maros 
akan selalu ada karena empat hal yaitu: pertama adalah karena adanya kebutuhan 
masyarakat terhadap barang-barang yang lebih murah, bervariasi sesuai dengan 




oleh para pedagang kaki lima yang memiliki mobilitas (pikulan, gerobal dorong, 
sepeda). 
Kedua, jumlah pencari kerja lebih besar dibandingkan dengan lapangan 
kerja formal yang tersedia. Maka sektor informal khususnya pedagang kaki lima 
merupakan penyelesaian terhadap persoalan ini. Di samping adanya orang-orang 
yang memang sulit dapat tertampung pada sektor formal karena tingkat pendidikan 
yang tidak memadai. 
Ketiga, adanya kesenjangan pertumbuhan ekonomi antara kota dengan 
desa yang mencerminkan terjadinya sentralisasi pembangunan, menyebabkan 
aliran sumber daya manusia dari desa ke kota untuk mendapatkan pekerjaan yang 
lebih baik. Sedangkan yang keempat adalah adanya keterbatasan ruang usaha 
yang strategis bagi pedagang kaki lima. (Sumber: http://www.scribd.com/). 
Di masa lalu, Jalan Poros, Maros, selalu diwarnai kesemrawutan. 
Perkembangan jumlah pedagang kaki lima yang bersebaran di sepanjang jalan 
nasional di Kabupaten Maros semakin tahun semakin meningkat, hal ini 
menyebabkan kondisi kota yang nampak tidak tertata yang menyebabkan 
kondisinya tidak mencerminkan sebagai penyanggah ibukota provinsi ditambah 
lagi para PKL menjajakan dagangan masing-masing hingga menutup sebagian 
badan jalan. Keluhan dari masyarakat pun bermunculan. Mereka meminta pemkab 
menertibkan para pedagang tersebu (Sumber: http://www.jpip.or.id/artikelview-
371-bikin-sentra-kuliner-daerah-makin-moncer.html).  
Pada 2011, Bupati Maros memiliki ide cemerlang. Dia ingin membuat satu 
tempat atau area kuliner malam untuk merelokasi PKL di Jalan Poros. Setelah 




jauh dari Kantor Bupati Maros dan Terminal Marusu. Di tempat itulah, para PKL 
dikumpulkan. Dibuat semacam kawasan kuliner malam di area tersebut. 
Sentra kuliner itu dikelilingi oleh semacam kolam buatan. Karena itu, 
kawasan tersebut diberi nama Pantai Tak Berombak (PTB). Sekilas, 
suasananya mirip ”restoran terpanjang” di kawasan Pantai Losari, 
Makassar. Namun, PTB lebih tepat disebut restoran persegi karena penjaja 
makanan berjajar di sekitar kolam yang berbentuk segi empat. Suasana romantis 
juga terasa dari cahaya lampu-lampu yang memantul di air kolam. (Sumber: 
http://www.jpip.or.id/artikelview-371-bikin-sentra-kuliner-daerah-makin-
moncer.html).    
Relokasi ini bisa dikatakan berhasil dengan melihat jumlah pedagang kaki 
lima yang berhasil direlokasi ke Kawasan Kuliner Pantai Tak Berombak, yaitu: 
Tabel 1.1 






Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Maros 
Berdasarkan tabel 1.1 bahwa perkembangan jumlah PKL yang berhasil 
direlokasi ke Pantai Tak Berombak Kabupaten Maros tiap tahun semakin 
bertambah. Hal ini membuktikan bahwa upaya yang dilakukan oleh pemerintah 
Kabupaten Maros mampu mengembangkan pedagang kaki lima ini dalam hal 
relokasi ke satu tempat. Pemerintah Kabupaten Maros mampu memberdayakan 




yang berada di sekitaran jalan poros ke satu tempat (www.jawapos.com). 
Sehingga penataan pedagang kaki lima bisa tertata rapi. Hal ini kemudian 
diperkuat dengan dikeluarkannya Perda Kabupaten Maros Nomor 2 Tahun 2006 
tentang Penataan Pedagang Kaki Lima. Yang rencananya akan di perbaharui 
dengan perda Kabupaten Maros tentang rancangan penataan dan pemberdayaan 
pedagang kaki lima. 
Selain upaya relokasi yang dilakukan Pemkab juga membangun gedung 
pusat jajan modern untuk memperkuat kawasan kuliner itu. Di bagian barat kolam, 
terdapat taman kota sebagai sarana bermain anak-anak. Seiring 
perkembangannya PTB dimamfaatkan sebagai tempat pertemuan sejumlah 
komunitas masyarakat atau sosial, terutama pemuda. (Sumber: 
http://www.jpip.or.id/artikelview-371-bikin-sentra-kuliner-daerah-makin-
moncer.html). 
Dengan berhasilnya relokasi tersebut Pemkab mengatakan bahwa 
kawasan kuliner ini mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Maros. Hal 
ini dibuktikan berdasarkan data berikut. 
Tabel 1.2 
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Maros 
 
Tahun Pertumbuhan (%) 








Melihat hal tersebut untuk membantu perkembangan pedagang kaki lima 
ini selain kebijakan relokasi yang dilakukan pemerintah Kabupaten Maros juga 
harus melihat faktor-faktor lain yang menentukan perkembangan tersebut. 
Salah satu hal yang paling penting dalam suatu usaha yaitu modal. Modal 
ini kemudian menjadi salah satu hambatan dalam peningkatan usaha apabila tidak 
memiliki modal yang cukup.  Hal ini kemudian menjadi masalah yang paling sulit 
dan dirasakan oleh Pedagang Kaki Lima adalah kemudahan untuk memperoleh 
pinjaman (modal). Hambatan bagi PKL untuk memperolah modal adalah prosedur 
yang sulit dan tidak ada agunan (http://www.tribunnews.com/). Oleh karena itu 
sangat diperlukan peran penting pemerintah dalam hal ini memberikan 
kemudahan bagi PKL untuk mendapatkan modal agar usaha pedagang kaki lima 
lima bisa berpenghasilan tinggi. 
Selain masalah modal masalah lainyang timbul adalalah kejelasan tempat 
berdagang para pedagang. Apakah tempat yang diberikan sudah menjadi tempat 
permanen atau tidak. Hal ini ditakutkan karena jumlah pedagang kaki lima yang 
berpindah ke PTB setiap tahun meningkat sehingga tempat yang disediakan 
semakin sempit (Sumber: http://www.pejalankota.com/). 
Berdasarkan uraian tersebut, penulis berusaha mengkaji bagaimana 
strategi pengembangan usaha sektor informal yang dilaksanakan oleh pemerintah 
Kabupaten Maros terkhusus di Kecamatan Turikale. Oleh karena itu penulis 
mencoba mengangkat judul “Strategi Peningkatan Usaha Pedagang Kaki Lima 







I.2 Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah yang ada di atas, maka masalah 
dalam penelitian ini adalah bagaimana strategi peningkatan usaha pedagang kaki 
lima di Kecamatan Turikale Kabupaten Maros? 
 
I.3 Tujuan Penulisan 
Adapun yang menjadi  tujuan penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan 
strategi pengembangan usaha pedagang kaki lima dalam hal peningkatan 
pendapatan pedagang kaki lima. 
 
I.4 Mamfaat Penulisan 
Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini yaitu: 
1. Manfaat Ilmiah 
Merupakan pengalaman berharga serta dapat menambah wawasan dan 
pengetahuan peneliti tentang strategi peningkatan usaha pedagang kaki lima 
di Pantai Tak Berombak Kabupaten Maros. 
2. Manfaat Institusi 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan bacaan sebagai masukan 
yang berkaitan dengan pengembangan ilmu serta dapat digunakan sebagai 
bahan perbandingan bagi penelitian dimasa mendatang. 
3. Manfaat Praktis 
Sebagai bahan informasi bagi stakeholder yang berkaitan langsung maupun 
tidak langsung, khususnya yang menyangkut peningkatan usaha pedagang 






II.1 Konsep Strategi 
II.1.1 Pengertian Strategi 
Kata strategi berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata “strategos” yang 
berarti “kepemimpinan militer”. Kepemimpinan militer atau strategi dalam konteks 
awal adalah sesuatu yang dikerjakan para pemimpin militer (jenderal) untuk 
memenangkan pertempuran.  
Menurut Conu Pumpin (1995) ilmu strategi berasal dari buku “Seni 
Berperang” yang ditulis oleh Sun Tzu. Ia seorang jenderal Tiongkok yang hidup 
pada 2500 tahun yang lalu. Ilmu strategi yang diajarkan oleh Sun Tzu banyak 
diikuti oleh para jenderal untuk memenangkan pertempuran, dan umumnya 
banyak yang sukses. Hal ini menyebabkan kaidah-kaidah seni berperang dari Sun 
Tzu banyak dipakai oleh para jenderal sampai saat sekarang. 
Setiap pakar mendefinisikan strategi secara berbeda-beda, tetapi pada 
intinya adalah sama seperti yang dijelaskan pada makna strategi. Lawrence R. 
Jauch dan William F. Glueck mendefinisikan strategi adalah: “ strategi adalah 
sebuah rencana yang disatukan, luas dan terintegrasi yang menghubungkan 
keunggulan perusahaan dengan tantangan lingkungan serta dirancang untuk 
memastikan bahwa tujuan utama perusahaan dapat dicapai melalui pelaksanaan 
yang tepat oleh organisasi. 
Sedangkan menurut J. Salusu yang mengutip dari pemahaman Mc. 




daya suatu organisasi untuk mencapai sasarannya melalui hubungan yang efektif 
dengan lingkungan dalam kondisi yang paling menguntungkan”. 
Menurut Chandler (1962), strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan 
perusahaan dalam kaitannya dengan tujuan jangka panjang, program tindak lanjut 
serta prioritas alokasi sumber daya. Sedangkan menurut Porter (1985) strategi 
adalah alat yang sangat penting untuk mencapai keuunggulan bersaing. Menurut 
Stephanie K. Marrus, strategi didefenisikan sebagai suatu proses penentuan 
rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang 
organisasi, disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan 
tersebut dapat dicapai. 
Selain itu ada juga defenisi yang lebih khusus, misalnya pakar strategi, 
Hamel dan Prahalad (1995), yang mengangkat kompotensi inti sebagai hal 
penting. Mereka berdua mendefinisikan strategi yang terjemahannya sebagai 
berikut: 
“Strategi merupakan tindakan yang bersifat incremenal (senantiasa 
meningkat) dan terus-menerus, serta dialakukan berdasarkan sudut 
pandang tentang apa yang diharapkan oleh para pelanggan di masa 
depan. Dengan demikian, strategi selalu dimulai dari apa yang dapat terjadi 
dan bukan dimulai dari apa yang terjadi. Terjadinya kecepatan inovasi 
pasar yang baru dan perubahan pola konsumen memerlukan kompetensi 
inti (core competencies). Perusahaan perlu mencari kompotensi inti di 
dalam bisnis yang dilakuka.” 
II.1.2 Pengertian Manajemen Strategi 
Manajemen strategik adalah suatu proses untuk menentukan arah dan 
tujuan organisasi dalam jangka panjang beserta pemilihan metode untuk 
mencapainya melalui pengembangan formulasi strategi dan implementasi yang 




Istilah “manajemen strategik”  sebenarnya berasal dari dua suku kata, 
“manajemen” dan “strategi”. Sedangkan kata strategik adalah kata sifat, adjektif 
dari kata strategi. Dalam pengertian perusahaan (komparasi), manajemen 
merupakan individu atau sekelompok orang yang bertanggung jawab 
menganalisis dan membuat keputusan serta mengerahkan tindakan yang tepat 
guna mencapai tujuan organisasi. Sebagai sekolompok fungsi, manajemen 
mencakup fungsi-fungsi perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), 
penerapan (actuating), dan pengawasan (controlling). Kata “strategi” diartikan 
sebagai keputusan dan tindakan untuk mencapai tujuan perusahaan pada setiap 
level organisasi. Dan sebagai catatan kata sifat “strategik” memiliki asosiasi 
dengan istilah “tingkat tinggi”, “berdampak besar”, dan “bersifat jangka panjang”, 
ditambah lagi dengan suatu semangat untuk tidak mau didikte oleh keadaan. 
Menurut Thompson dan Martin (2010), manajemen strategik adalah suatu 
proses dengan mana sebuah organisasi menentukan tingkat tujuan, sasaran, dan 
hasrat pencapaian, memutuskan tindakan untuk mencapainya dalam skala waktu 
yang tepat dalam lingkungan yang senantiasa berubah, mengimplementasikan 
tindakan, dan menilai kemajuan dan hasil. 
Hitt, Ireland dan Hoskisson (2011) mendefinisikan proses manajamene 
strategik sebagai seperangkat komitmen, keputusan, dan tindakan yang 
diperlukan perusahaan untuk mencapai daya saing strategis dan memperoleh 
tingkat pengambilan di atas rata-rata. 
Manajemen Strategik didefenisikan oleh Pearce II dan Robinson (2011) 
sebagai seperangkat keputusan dan tindakan yang menghasilkan perumusan dan 




Lawrence R. Jauch  dan William F. Glueck (1988) mendefinisikan 
manajemen strategi sebagai berikut: “manajemen strategi merupakan arus 
keputusan dan tindakan yang mengarahkan pengembangan suatu strategi untuk 
mencapai sasaran perusahaan. Proses manajemen strategi adalah suatu cara 
bagaimana suatu strategi menentukan sasaran dan membuat keputusan strategi”. 
Sedangkan menururut Suwarsono (1996) didefenisikan sebagai berikut: 
”manajemen stratejik dapat diartikan sebagai usaha manajerial menumbuh-
kembangkan kekuatan perusahaan untuk  mengeksploitasi peluang bisnis yang 
muncul guna mencapai tujuan perusahaan yang telah ditetapkan sesuai dengan 
misi yang telah ditentukan”. 
Dengan demikian manajemen startegi didefenisikan sebagai berikut: 
“Manajemen strategi adalah serangkaian keputusan dan tindakan manajerial yang 
menentukan kinerja perusahaan dalam jangka panjang, termasuk formulasi 
strategi, implementasi dan evaluasi”. 
Manajemen strategik menekankan dan mengutamakan pengamatan dan 
evaluasi mengenai peluang (opportunities) dan ancaman (threats) lingkungan 
eksternal perusahaan dengan melihat kekuatan (strengths) dan kelemahan 
(weaknesses) dalam lingkungan internal perusahaan. Sementara itu, proses 
manajemen strategik meliputi empat elemen dasar yaitu: pengamatan lingkungan, 
perumusan strategi, implementasi strategi dan evaluasi serta pengendalian. Pada 
level korporasi, proses manajemen strategik meliputi pengamatan lingkungan 






II.1.3 Tahap Manajemen Strategi 
1. Perumusan Strategi 
Perumusan strategi mencakup pengembangan visi, misi, 
identifikasi peluang dan ancaman eksternal suatu organisasi, kesadaran 
akan kekuatan dan kelemahan internal, penetapan tujuan jangka panjang, 
pencarian strategi alternatif, dan pemilihan strategi tertentu untuk mencapai 
tujuan. Isu perumusan strategi mencakup penentuan bisnis apa yang akan 
dimasuki, bisnis yang tidak akan dijalankan, bagaimana mengalokasikan 
sumber daya, perlukah ekspansi/diversifikasi operasi dilakukan, perlukah 
perusahaan terjun ke pasar internasional, perlukah merger/penggabungan 
usaha, baigamana menghindari pengambilalihan yang merugikan. Karena 
tidak ada organisasi yang memiliki sumber daya yang tak terbatas, 
penyusunan strategi harus memutuskan strategi alternatif mana yang akan 
paling menguntungkan perusahaan. 
2. Penerapan Strategi 
Penerapan strategi mengharuskan perusahaan menetapkan tujuan 
tahunan, membuat kebijakan, memotivasi karyawan, dan mengalokasikan 
sumber daya, sehingga strategi yang telah dirumuskan dapat dijalankan. 
Penerapan strategi mencakup pengembangan budaya yang suportif pada 
strategi, penciptaan struktur organisasional efektif, pengarahan ulang 
upaya pemasaran, penyiapan anggaran, pengembangan serta 
pemanfaatan sistem informasi, dan pengaitan kompensasi karyawan 




Penerapan strategi sering disebut “tahap aksi” dan manajemen 
strategi. Menerapkan strategi berarti memobilisasi karyawan dan manajer 
untuk melaksanakan strategi yang telah dirumuskan. Sering dianggap 
sebagai tahap yang sulit dalam manajemen strategi, 
penerapan/implementasi strategi membutuhkan disiplin, komitmen, dan 
pengorbanan personal. Penerapan strategi yang berhasil bergantung pada 
kemampuan manajer untuk memotivasi karyawan, yang lebih merupakan 
seni daripada pengetahuan. Strategi tersebut dirumuskan, namun bila tidak 
diterapkan tidak ada gunanya. Keterampilan interpersonal sangat penting 
bagi penerapan strategi yang berhasil. 
3. Penilaian Strategi 
Penilaian strategi adalah tahap terakhir dalam manajemen strategi. 
Manajer pasti tahu kapan ketika strategi tertentu tidak berjalan baik. 
Penilaian/evaluasi strategi merupakan cara utama untuk memperoleh 
informasi semacam ini. Semua strategi terbuka untuk dimodifikasi di masa 
yang akan datang, karena berbagai faktor eksternal dan internal terus 
berubah. Tiga aktivitas penilaian strategi yang mendasar: (1) peninjauan 
ulang faktor eksternal dan internal yang menjadi landasan bagi strategi saat 
ini, (2) pengukuran kinerja, (3) pengambilan langkah korektif. Penilaiaan 
strategi diperlukan karena apa yang berhasil saat ini tidak selalu berhasil 
nanti. Keberhasilan menciptakan persoalan baru dan berbeda organisasi 
yang mudah berpuas diri akan mengalami kegagalan. Aktivitas perumusan, 
penerapan, dan penilaian strategi terjadi di tiga tingkat hierarki di organisasi 




II.1.4 Dimensi Stretegi 
Manajemen strategik mempunyai beberapa dimensi atau bersifat 
multidimensional, diantaranya: 
1. Dimensi Waktu dan Orientasi Masa Depan 
Manajemen strategik dalam mempertahankan dan 
mengembangkan eksistensinya atau organisasi berpandangan jauh ke 
masa depan, secara berperilaku proaktif dan antisipatif terhadap kondisi 
masa depan yang diprediksi akan dihadapi. Antisipasi masa depan 
tersebut dirumuskan dan ditetapkan sebagai visi organisasi yang 
diwujudkan 10 tahun atau lebih masa depan. Visi dapat diartikan sebagai 
“kondisi ideal yang ingin dicapai dalam eksistensi organisasi di masa 
depan”. Sehubungan dengan hal di atas Lonnie Helgerson yang dikutip 
Salusu menyatakan bahwa “Visi adalah gambaran kondisi masa depan dari 
suatu organisasi yang belum tampak sekarang tetapi merupakan konsepsi 
yang dapat dibaca oleh setiap orang (anggota organisasi). Visi memilki 
kekuatan yang mampu mengundang, memanggil, dan menyerukan pada 
setiap orang untuk memasuki masa depan. Visi organisasi harus 
dirumuskan oleh manajemen puncak (pucuk pimpinan) organisasi”. 
2. Dimensi Internal dan Eksternal 
Dimensi internal adalah kondisi organisasi nonprofit pada saat 
sekarang, berupa kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang harus 
diketahui secara tepat untuk merumuskan strategi yang berjangka panjang, 
analisis terhadap lingkungan eksternal terdiri dari lingkungan operasional, 




berbagai aspek atau kondisi, seperti kondisi sosial politik, sosial ekonomi, 
sosial budaya, kependudukan, kemajuan dan perkembangan ilmu dan 
teknologi, adat istiadat, agama, dan lain-lain. 
3. Dimensi Pendayagunaan Sumber Daya 
Manajemen strategik sebagai kegiatan manajemen tidak dapat 
melepaskan diri dari kemampuan mendayagunakan berbagai sumber daya 
yang dimiliki, agar secara terintegrasi terimplementasikan dalam fungsi-
fungsi manajemen kearah tercapainya sasaran yang ditetapkan di dalam 
setiap rencana operasional, dalam rangka mencapai tujuan strategik 
melalui pelaksanaan misi untuk mewujudkan visi organisasi publik. Sumber 
daya terdiri dari sumber daya material khususnya berupa sarana dan 
prasarana, sumber daya finansial dalam bentuk alokasi dana untuk setiap 
program dan proyek, sumber daya manusia, sumber daya teknologi dan 
sumber daya informasi. 
4. Dimensi Keikutsertaan Manajemen Puncak 
Manajemen strategik yang dimulai dengan menyusun rencana 
strategik merupakan pengendalian masa depan organisasi, agar eksistensi 
sesuai dengan visinya dapat diwujudkan, baik pada organisasi yang 
bersifat privat maupun publik. Rencana strategik harus mampu 
mengakomodasi selutuh aspek kehidupan organisasi yang berpengaruh 
pada eksistensinya di masa depan merupakan wewenang dan tanggung 
jawab manajemen puncak. Oleh karena itu rencana strategik sebagai 
keputusan utama yang prinsipal itu tidak saja ditetapkan dengan 




puncak, karena seluruh kegiatan untuk merealisasikannya merupakan 
tanggung jawabnya sebagai pimpinan tertinggi, meskipun kegiatannya 
dilimpahkan pada organisasi atau satuan unit kerja yang relevan. 
5. Dimensi Mutu Bidang 
Manajemen strategik sebagai sistem pengimplementasiannya 
harus didasari dengan menempatkan organisasi dalam satu sistem. 
Dengan demikian sebuah organisasi akan dapat menyusun rencana 
strategik dan rencana renovasi jika tidak memiliki keterikatan atau 
ketergantungan sebagai bawahan pada organisasi lain sebagai atasan. 
Rencana strategik dan rencana operasi bersifat multidimensi, 
terutama jika perumusan rencana strategik hanya dilakukan pada 
organisasi publik yang tertinggi. Dengan dimensi yang sangat banyak itu, 
sering kali tidak seluruh dimensi dapat diakomodasi. 
II.1.5 Tipe-Tipe Strategi 
Menurut Fred R. David (2007) jenis-jenis strategi terbagi atas: 
1. Strategi Integrasi, antara lain terdiri dari: 
a) Integrasi ke depan yaitu memperoleh kepemilikan atau 
meningkatkan kembali pada distributor atau pengecer. 
b) Integrasi ke belakang adalah strategi yang menari kepemilikan atau 
kendali lebih besar daripada perusahaan pemasok. Strategi ini 
terutama tepat kalau perusahaan pemasok saat ini tidak dapat 





c) Integrasi horizontal merujuk pada strategi mencari kepemilikan dari 
atau kendali lebih bessar atau perusahaan pesaing. Salah satu 
kecenderungan paling signifikan dalam manajemen strategis 
dewasa ini adalah bertambahnya penggunaan integrasi horizontal 
sebagai suatu pertumbuhan. 
2. Strategi intensif, antara lain terdiri dari: 
a) Penetrasi pasar, berusaha meningkatkan pangsa pasar atau 
produk atau jasa yang sudah ada di pasar yang sudah ada lewat 
usaha pemasaran yang lebih gencar. Strategi ini banyak digunakan 
sendiri dan dalam kombinasi dengan strategi yang lain. Penetrasi 
pasar termasuk menambah jumlah wiraniaga, menambah belanja 
iklan menawarkan barang promosi penjualan ekstensif, atau 
menambah usaha publisitas. 
b) Pengembangan pasar yaitu termasuk memperkenalkan produk 
atau jasa yang sudah ada ke wilayah geografi baru. 
c) Pengembangan produk adalah strategi yang mencari peningkatan 
penjualan dengan memperbaiki atau memodifikasi yang mencari 
peningkatan penjualan dengan memperbaiki atau memodifikasi 
produk atau jasa yang sudah ada. Pengembangan produk biasanya 
memerlukan pengeluaran yang besar untuk penelitian dan 
pengembangan. 
3. Strategi Diversifikasi 
a) Diversifikasi Konsentrik: Menambah produk atau jasa baru, tetapi 





b) Diversifikasi Horizontal: Menambah produk atau jasa baru yang 
tidak berkaitan dengan pelanggan/produk yang sudah ada. 
c) Diversifikasi Konglomerat: Menambah produk atau jasa baru 
namun masih berhubungan dengan pelanggan/produk yang sudah 
ada dan memperkenalkan produk tersebut kepada pelanggan yang 
sudah ada. 
4. Strategi Defensif, antara lain terdiri dari: 
a) Usaha patungan (Joint Venture) adalah strategi yang sudah terjadi 
kalau dua perusahaan atau lebih membentuk kemitraan atau 
konsorsium sementara dengan tujuan kapitalisasi atau beberapa 
peluang. 
b) Penciutan adalah usaha terjadi ketika suatu organisasi mengubah 
kelompok lewat penghematan biaya dan aset untuk mendongkrat 
penjualan dan laba yang menurun. 
c) Divestasi adalah menjual suatu divisi atau bagian dari suatu 
organisasi. 
d) Likuidasi adalah menjual semua aset perusahaan, bagian demi 
bagian untuk nilai dari aset berwujudnya. 
II.2 Konsep Strategi Peningkatan 
Strategi berperan dalam  menetapkan parameter-parameter sebuah 
organisasi dalam pengertian menentukan tempat bisnis dan cara bisnis untuk 
bersaing.  Strategi menunjukkan arahan umum yang hendak ditempuh oleh suatu 




Strategi pengembangan memiliki peranan yang penting untuk 
mengembangkan suatu usaha. Strategi pengembangan adalah strategi yang 
membantu pemilik usaha untuk mengembangkan usahanya yang masih berskala 
kecil menjadi usaha dengan skala yang lebih besar. Strategi pengembangan 
tersebut harus disusun dan dirancang dengan baik dan dengan 
mempertimbangkan segala aspek lingkungan internal maupun eksternal usaha  
agar dapat mencapai apa yang menjadi tujuan dirumuskannya strategi tersebut. 
Menurut Suryana (2013: 221), teknik pengembangan usaha terbagi dua, yaitu:  
1) Perluasan skala ekonomi (Economic of Scale)  
Cara ini dapat dilakukan dengan menambah skala produksi, tenaga 
kerja, teknologi, sistem distribusi, dan tempat usaha. Ini dilakukan bila 
perluasan usaha atau atau peningkatan output akan menurunkan biaya 
jangka panjang, yang berarti mencapai skala ekonomi (economic of 
scale). Sebaliknya, bila peningkatan output mengakibatkan 
peningkatan biaya biaya jangka panjang (diseconomics of scale), maka 
tidak baik untuk dilakukan. Dengan kata lain, bila produk barang dan 
jasa yang dihasilkan sudah mencapai titik paling efisien, memperluas 
ekonomi tidak bisa dilakukan, sebab akan mendorong kenaikan biaya. 
2) Perluasan Cakupan Usaha (Economic of Scope).  
Economic of  scope adalah diversifikasi usaha ekonomis yang ditandai 
oleh biaya produksi total bersama. Cara ini bisa dilakukan dengan cara 
menambah jenis usaha baru, produk, dan jasa baru yang berbeda dari 
yang sekarang diproduksi (diversifikasi) serta dengan teknologi 
berbeda. Dengan demikian, lingkup usaha ekonomis (economics of 




yang memproduksi dua atau lebih jenis produk secara bersama dalam 
memproduksi dua atau lebih jenis produk secara bersama-sama adalah 
lebih kecil daripada penjumlahan biaya produksi masing-masing produk 
itu apabila diproduksi secara terpisah. Perluasan cakupan usaha ini 
bisa dilakukan apabila wirausahawan memiliki permodalan yang cukup. 
Untuk pengembangan usaha agar mampu bersaing, usaha tersebut 
harus memiliki hal-hal seperti, kompetensi khusus, kemampuan 
internal, kompetensi inti, kreativitas dan keinovasian, fokus strategi, 
dan teori dinamis. (Suryana, 2013:236) 
II.3 Analisis SWOT 
Analisa SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats) 
adalah perangkat analisa yang paling populer, terutama untuk kepentingan 
perumusan strategi. Asumsi dasar yang melandasinya adalah bahwa organisasi 
harus menyelaraskan aktivitas internalnya dengan realitas eksternal agar dapat 
mencapai tujuan yang ditetapkan. Peluang tidak akan berarti manakala 
perusahaan tidak mampu memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya untuk 
memanfaatkan peluang tersebut. 
Matriks SWOT dapat menggambarkan bagaimana peluang dan ancaman 
dari lingkungan eksternal perusahaan diantisipasi dengan kekuatan dan 
kelemahan yang dimilikinya. Matriks ini dapat menghasilkan empat set 






1. Strategi SO (Strength-Opportunity) 
Strategi ini dibuat berdasarkan jalan pikiran perusahaan, yaitu dengan 
memanfaatkan seluruh kekuatan yang dimiliki untuk merebut dan 
memanfaatkan peluang sebesar-besarnya. 
2. Strategi ST (Strength-Threath) 
Strategi ini dibuat berdasarkan kekuatan-kekuatan yang dimiliki 
perusahaan untuk mengantisipasi ancaman-ancaman yang ada. 
3. Strategi WO (Weakness-Opportunity) 
Strategi ini diterapkan berdasarkan pemanfaatan peluang yang ada 
dengan cara meminimalkan kelemahan yang ada. 
4. Strategi WT (Weakness-Threath) 
Strategi ini didasarkan pada kegiatan yang bersifat defensif, berusaha 
















Berikut ini adalah bentuk bagan matriks swot: 
Tabel 2.1 Matriks SWOT 







































Sumber: Husein (2010: 87) 
II.4 Konsep Usaha Sektor Informal 
II.4.1 Konsep Sektor Informal 
Istilah sektor informal pertama kali dilontarkan oleh Keith Hart (1991) 
dengan menggambarkan sektor informal sebagai bagian angkatan kerja kota yang 
berada di luar pasar tenaga yang terorganisasi. Apa yang digambarkan oleh Hart 
memang dirasakan belum cukup dalam memahami pengertian sektor informal 
tersebut sering dilengkapi dengan suatu daftar kegiatan agak arbiter yang terlihat 
apabila seseorang menyusuri jalan-jalan suatu kota dunia ketiga; pedagang kaki 
lima, penjual koran, pengamen, pengemis, pedagang asongan, pelacur, pengojek, 




Untuk lebih memahami pengertian akan sektor informal, ada baiknya kita 
melihat aktifitas-aktifitas informal yang tidak hanya terbatas pada pekerjaan-
pekerjaan dipinggiran kota-kota besar, tetapi bahkan juga meliputi berbagai 
macam aktifitas ekonomi. Aktifitas-aktifitas informal tersebut merupakan cara 
melakukan sesuatu yang ditandai dengan; (1) Mudah untuk dimasuki, (2) 
Bersandar pada sumber daya lokal, (3) Usaha milik sendiri, (4) Operasionalnya 
dalam skala kecil, (5) Padat karya dan teknologinya bersifat adaptif, (6) 
Keterampilan dapat diperoleh di luar sistem sekolah formal, (7) Tidak terkena 
secara langsung oleh regulasi dan pasarnya bersifat kompetitif. 
Konsep informal merupakan suatu jenis teori dualisme baru yang telah 
populer. Breman (1991) menjelaskan bahwa fenomena dualisme di satu pihak 
menunjuk pada perekonomian pasar yang biasa kapitalis, dan di pihak lain 
perekonomian subsistensi di pedesaan dengan ciri utamanya sistem produksi 
pertanian yang statis. 
Dualisme sosio-ekonomi yang berasal dari dalam tahap-tahap 
pembangunan baik pada sektor formal maupun informal. Sektor informal 
dimaksudkan agar pekerja bisa dialihkan dari sektor sub-sistem di desa agar dapat 
membantu meningkatkan produksi non-pertanian. Para ekonom dan birokrat 
memandang bahwa kota dengan industri modern sebagai pusat dinamika yang 
secara lambat laun mengubah sifat statis dari tatanan pedesaan dengan ciri 
pertanian yang lamban berikut produktivitas pekerja yang sangat rendah. Tetapi 
anggapan bahwa kelebihan pekerja yang ada akan terserap dalam sektor modern 
belum terbukti. Apabila dibandingkan dengan pertumbuhan penduduk dan 
angkatan kerja di kota, ternyata beberapa dasa warsa ini mengenai kesempatan 




Dualisme di kota yang sekarang tampak di banyak negara sedang 
berkembang bukan terjadi karena kontras yang semakin menghilang antara kutub 
pertumbuhan dinamis-modern dan sektor tradisional-statis yang bertahan kokoh 
di lingkungan kota, melainkan karena hambatan struktural dalam perekonomian 
dan masyarakat secara keseluruhan. Tingkat industrialisasi yang rendah dan 
terjadinya kelebihan pekerja dipandang sebagai sebab utama sistem dualistis dan 
telah berkembang di kota-kota dunia ketiga. Oleh karena itu sektor informal 
terkadang produktivitasnya jauh lebih rendah daripada pekerja di sektor modern di 
kota yang tertutup bagi kaum miskin (Breman, 1991; 18). 
Batasan istilah mengenai sektor informal sebagai sebuah fenomena yang 
sering muncul diperkotaan masih dirasakan kurang jelas, karena kegiatan-
kegiatan perekonomian yang tidak memenuhi kriteria sektor formal atau 
terorganisir, terdaftar, dan dilindungi oleh hukum terkadang dapat dimasukkan ke 
dalam sektor informal, yaitu suatu istilah yang mencakup pengertian berbagai 
kegiatan yang seringkali tercakup dalam istilah umum “usaha sendiri”. Di samping 
itu bisa dikatakan dengan istilah lain bahwa sektor informal merupakan jenis 
kesempatan kerja yang kurang terorganisir, sulit dicacah, dan sering dilupakan 
dalam sensus resmi, serta merupakan kesempatan kerja yang persyaratan 
kerjanya jarang dijangkau oleh aturan-aturan hukum. 
II.4.2 Jenis-Jenis dan Indikator Usaha Sektor Informal 
Sebagaimana dikemukakan oleh Keith Hart, terdapat dua macam sektor 
informal jika dilihat dari kesempatan memperoleh penghasilan, yaitu: 
1. Syah terdiri atas: (a) Kegiatan-kegiatan primer dan skunder, misalnya; 




bangunan, dan lain sebagainya (b) Usaha tersier dengan modal yang 
relatif besar, misalnya; perumahan, transportasi, usaha-usaha untuk 
kepentingan umum, dan lain sebagainya (c) Distribusi kecil-kecilan, 
meliputi; pedagang kaki lima, pedagang pasar, pedagang kelontong, 
pedagang asongan, dan sebagainya (d) Transaksi pribadi, misalnya 
pinjam-meminjam, pengemis atau pemulung (e) Jasa yang lain, 
misalnya; pengamen, penyemir sepatu, tukang cukur, pembuang 
sampah, dan sebagainya. 
2. Tidak syah, terdiri dari: (a) Jasa kegiatan dan perdagangan gelap pada 
umumnya; penadah barang-barang curian, lintah darat, perdagangan 
obat bius/terlarang, penyelundupan, pelacuran, dan sebagainya (b) 
Transaksi pencurian kecil (pencopetan), pencurian besar (perampokan 
bersenjata), pemalsuan uang, perjudian, dan sebagainya. 
Sementara itu indikator sektor informal sebagaimana diuraikan oleh Sukesi 
(2002) dalam Safaria (2003:5) meliputi 11 hal, yaitu: (1) Kegiatan usaha tidak 
terorganisasi, (2) Usaha tidak punya ijin, (3) Pola kegiatan usaha tidak teratur, (4) 
Tidak ada kebijakan bantuan dari pemerintah, (5) Para pekerja mudah keluar 
masuk tanpa ikatan atau kontrak tertentu, (6) Penggunaan teknologi yang sangat 
sederhana, (7) Modal usaha tergolong kecil, (8) Tidak mesti memerlukan 
pendidikan formal, (9) Pengelolaan usaha bisa dilakukan oleh pekerja atau 
keluarga sendiri, (10) Produk atau jasa dikonsumsi oleh kalangan menengah ke 






II.5 Pedagang Kaki Lima 
II.5.1 Pengertian Pedagang Kaki Lima 
Pedagang Kaki Lima (Sektor Informal) adalah mereka yang melakukan 
kegiatan usaha dagang perorangan atau kelompok yang dalam menjalankan 
usahanya menggunakan tempat-tempat fasilitas umum, seperti terotoar, pingir- 
pingir jalan umum, dan lain sebagainya. 
Pedagang adalah perantara yang kegiatannya membeli barang dan 
menjualnya kembali tanpa merubah bentuk atas inisiatif dan tanggung jawab 
sendiri dengan konsumen untuk membeli dan menjualnya dalam partai kecil atau 
per satuan (Sugiharsono dkk, 2000:45). 
Pedagang kaki lima atau disingkat PKL adalah istilah untuk menyebut penjaja 
dagangan yang melakukan kegiatan komersial di atas daerah milik jalan (DMJ) yang 
(seharusnya) diperuntukkan untuk pejalan kaki(pedestrian). Ada pendapat yang 
menggunakan istilah PKL untuk pedagang yang menggunakan gerobak. Istilah itu 
sering ditafsirkan demikian karena jumlah kaki pedagangnya ada lima 
(http://id.wikipedia.org/).  
Pedagang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dibagi atas dua yaitu: 
pedagang besar dan pedagang kecil. Pedagang kecil adalah pedagang yang 
menjual barang dagangan dengan modal yang kecil sedangkan pedagang besar 
pedagang yang berjualan secara besar-besaran dengan modal besar dan juga 
pedagang yang melakukan penyerahan barang kena pajak, bukan sebagai 
pedagang eceran (KBBI online). 
Menurut UU Nomor 29 Tahun 1948, Pedagang adalah orang atau badan 




diserahkan, atau dikirim kepada orang atau badan lain, baik yang masih berwujud 
barang penting asli, maupun yang sudah dijadikan barang lain. 
Pedagang kaki lima yaitu pedagang yang menjajakan barang 
dagangannya di tempat-tempat yang strategis, seperti di pinggir jalan, di 
perempatan jalan, di bawah pohon yang rindang, dan lain-lain. Barang yang dijual 
biasanya makanan, minuman, pakaian, dan barang-barang kebutuhan sehari-hari 
lainnya. Tempat penjualan pedagang kaki lima relatif permanen yaitu berupa kios-
kios kecil atau gerobak dorong, atau yang lainnya. 
Ciri-ciri/sifat pedagang kaki lima: 
- Pada umumnya tingkat pendidikannnya rendah. 
- Memiliki  sifat  spesialis  dalam  kelompok  barang/jasa  yang 
diperdagangkan. 
- Barang  yang  diperdagangkan  berasal  dari  produsen  kecil  atau  hasil 
produksi sendiri. 
- Pada  umumnya  modal  usahanya  kecil,   berpendapatan  rendah,  erta 
kurang mampu memupuk dan mengembangkan modal. 
- Hubungan pedagang kaki lima dengan pembeli bersifat komersial. 
Adapun peranan pedagang kaki lima dalam perekonomian antara lain: 
- Dapat menyebarluaskan hasil produksi tertentu. 
- Mempercepat  proses  kegiatan  produksi  karena  barang  yang  dijual 
cepat laku. 
- Membantu masyarakat  ekonomi  lemah dalam  pemenuhan kebutuhan 
dengan harga yang relatif murah. 




- Menimbulkan keruwetan dan kesemprawutan lalu lintas. 
- Mengurangi keindahan  dan kebersihan kota/wilayah. 
- Mendorong meningkatnya urbanisasi. 
- Mengurangi  hasil penjualan  pedagang toko. 
II.5.2 Penataan Ruang Pedagang Kaki Lima 
Menurut Mc Gee dan Yeung (1997:76) pola ruang aktivitas PKL sangat 
dipengaruhi oleh aktivitas sektor formal dalam menjaring konsumennya. Lokasi 
PKL sangat dipengaruhi oleh hubungan langsung dan tidak langsung dengan 
berbagai kegiatan formal dan kegiatan informal atau hubungan PKL dengan 
konsumennya. Untuk dapat mengenali penataan ruang kegiatan PKL, maka harus 
mengenal aktivitas PKL melalui pola penyebaran, pemanfaatan ruang 
berdasarkan waktu berdagang dan jenis dagangan serta sarana berdagang. 
Komponen penataan ruang sektor informal, antara lain meliputi: 
1. Lokasi 
Berdasarkan hasil studi oleh Ir. Geonadi Malang Joedo (1997: 6-3), 
penentuan lokasi yang diminati oleh sektor informal atau pedagang kaki 
lima adalah sebagai berikut: 
 Terdapat akumulasi orang yang melakukan kegiatan bersama-
sama pada waktu yang relatif sama, sepanjang hari. 
 Berada pada kawasan tertentu yang merupakan pusat-pusat 
kegiatan perekonomian kota dan pusat non ekonomi perkotaan, 




 Mempunyai kemudahan untuk terjadi hubungan antara pedagang 
kaki lima dengan calon pembeli, walaupun dilakukan dalam ruang 
relatif sempit. 
 Tidak memerlukan ketersediaan fasilitas dan utilitas pelayanan 
umum. 
Mc. Gee dan Yeung (1977:108) menyatakan bahwa PKL 
beraglomerasi pada simpul-simpul pada jalur pejalan yang lebar dan 
tempat-tempat yang sering dikunjungi orang dalam jumlah besar yang 
dekat dengan pasar publik, terminal, daerah komersial. 
2. Waktu berdagang 
Menurut McGee dan Yeung (1977:76) dari penelitian di kota-kota di 
Asia Tenggara menunjukkan bahwa pola aktivitas PKL menyesuaikan 
terhadap irama dari ciri kehidupan masyarakat sehari-hari. Penentuan 
periode waktu kegiatan PKL didasarkan pula atau sesuai dengan perilaku 
kegiatan formal. Di mana perilaku kegiatan keduanya cenderung sejalan, 
walaupun pada saat tertentu kaitan aktivitas keduanya lemah atau tidak 
ada hubungan langsung antara keduanya. 
3. Sarana fisik dan jenis dagangan 
Sarana fisik perdagangan dan jenis dagangan menurut McGee dan 
Yeung (1977:82-83) sangat dipengaruhi oleh sifat pelayanan PKL. 
a. Jenis Dagangan (McGee dan Yeung; 1977:69). 
 Makanan dan minuman, terdiri dari pedagang yang berjualan 




disajikan ditempat maupun dibawa pulang. Hasil analisis di 
beberapa kota-kota di Asia Tenggara menunjukkan bahwa 
penyebaran fisik PKL ini biasanya mengelompok dan homogen 
dengan kelompok mereka. Lokasi penyebarannya di tempat-
tempat strategis seperti di perdagangan, perkantoran, tempat 
rekreasi/hiburan, sekolah, ruang terbuka/taman, persimpangan 
jalan utama menuju perumahan/diujung jalan tempat 
keramaian. 
 Pakaian/tekstil/mainan anak/kelontong, pola pengelompokan 
komoditas ini cenderung berbaur aneka ragam dengan 
komoditas lain. Pola penyebarannya sama dengan pola 
penyebaran pada makanan dan minuman. 
 Buah-buahan, jenis buah yang diperdagangkan berupa buah-
buah segar. Komoditas perdagangkan cenderung berubah-
ubah sesuai dengan musim buah. Pengelompokkan komoditas 
cenderung berbaur dengan jenis komoditas lainnya. Pola 
sebarannya berlokasi pada pusat keramaian.  
 Rokok/obat-obatan, biasanya pedagang yang menjual rokok 
juga berjualan makanan ringan, obat, permen. Jenis komoditas 
ini cenderung menetap. Lokasi sebarannya di pusat-pusat 
keramaian atau dekat dengan kegiatan-kegiatan sektor formal. 
 Barang cetakan, jenis dagangan adalah majalah, koran, dan 
buku bacaan. Pola pengelompokkannya berbaur dengan jenis 




pusat-pusat keramaian. Jenis komoditas yang diperdagangkan 
relatif tetap. 
 Jasa perorangan, terdiri dari tukang membuat kunci, reparasi 
jam, tukang gravier/stempel/cap, tukang pembuat pigura. Pola 
penyebarannya pada lokasi pusat pertokoan. Pola 
pengelompokannya membaur dengan komoditas lainnya. 
b. Sarana fisik pedagang kaki lima  
Berdasarkan hasil dari penelitian oleh Waworoentoe (1973:24) 
sarana fisik perdagangan pedagang kaki lima dapat dikelompokkan 
sebagai berikut :  
 Pikulan/Keranjang, bentuk sarana ini digunakan oleh para 
pedagang yang keliling (mobile hawkers) atau semi menetap 
(semi static). Bentuk ini dimaksudkan agar barang dagangan 
mudah untuk dibawa berpindah-pindah tempat.  
 Gelaran/alas, pedagang menjajakan barang dagangannya 
diatas kain, tikar, dan lain-lain. Bentuk sarana ini 
didikategorikan PKL yang semi menetap (semi static). 
 Jongko/meja, bentuk sarana berdagang yang menggunakan 
meja/jongko dan beratap atau tidak beratap. Sarana ini 
dikategorikan jenis PKL yang menetap. 
 Gerobak/kereta dorong, bentuk sarana terdapat dua jenis, yaitu 
beratap dan tidak beratap. Sarana ini dikategorikan jenis PKL 
yang menetap dan tidak menetap. Biasanya untuk menjajakan 




 Warung semi permanen, terdiri dari beberapa gerobak yang 
diatur bereret yang dilengkapi dengan meja dan bangku-
bangku panjang. Bentuk sarana ini beratap dari bahan terpal 
atau plastik yang tidak tembus air. PKL dengan bentuk sarana 
ini dikategorikan PKL menetap dan biasanya berjualan 
makanan dan minuman. 
 Kios, pedagang yang menggunakan bentuk sarana ini 
dikategorikan pedagang yang menetap, karena secara fisik 
jenis ini tidak dapat dipindahkan. Biasanya merupakan 
bangunan semi permanen yang dibuat dari papan.  
Masing-masing jenis bentuk sarana berdagang, memiliki 
ukuran yang berbedabeda, sehingga berbeda pula ukuran ruang yang 
diperlukan. Besaran ruang mempengaruhi dalam pengaturan dan 
penataan ruang untuk PKL. 
4. Pola penyebaran PKL dan Pola Pelayanan PKL 
a. Pola penyebaran 
Menurut Mc Gee dan Yeung (1977:76) pola penyebaran 
PKL dipengaruhi oleh aglomerasi dan aksesibilitas. 
 Aglomerasi, aktivitas PKL selalu akan memanfaatkan aktivitas-
aktivitas di sek tor formal dan biasanya pusat-pusat 
perbelanjaan menjadi salah satu daya tarik lokasi sektor 
informal untuk menarik konsumennya. Adapun cara PKL 
menarik konsumen dengan cara verjualan berkelompok 




dengan  pedagang PKL lainnya yang sama jenis dagangannya 
atau saling mendukung seperti penjual makanan dan minuman. 
Pengelompokan PKL juga merupakan salah satu daya tarik bagi 
konsumen, karena mereka dapat bebas memilih barang atau 
jasa yang diminati konsumen. 
 Aksesibilitas, para PKL lebih suka berlokasi di sepanjang 
pinggir jalan utama dan tempat-tempat yang sering dilalui 
pejalan kaki    
Menurut Mc.Gee dan Yeung (1977:37-38), pola penyebaran 
aktivitas PKL, ada dua kategori, yaitu:   
 Pola penyebaran PKL secara mengelompok (focus 
aglomeration), biasa terjadi pada mulut jalan, disekitar 
pinggiran pasar umum atau ruang terbuka. Pengelompokkan 
ini terjadi merupakan suatu pemusatan atau pengelompokan 
pedagang yang memiliki sifat sama/berkaitan. Pengelompokan 
pedagang yang sejenis dan saling mempunyai kaitan, akan 
menguntungkan pedagang, karena mempunyai daya tarik 
besar terhadap calon pembeli. Aktivitas pedagang dengan pola 
ini dijumpai pada ruang-ruang terbuka (taman, lapangan, dan 
lainnya). Biasanya dijumpai pada para pedagang makanan dan 
minuman. 
 Pola penyebaran memanjang (linier aglomeration), pola 
penyebaran ini dipengaruhi oleh pola jaringan jalan. Pola 
penyebaran memanjang ini terjadi di sepanjang/pinggiran jalan 




pertimbangan kemudahan pencapaian, sehingga mempunyai 
kesempatan besar untuk mendapatkan konsumen. Jenis 
komoditi yang biasa diperdagangkan adalah sandang/pakaian, 
kelontong, jasa reparasi, buahbuahan, rokok/obat-obatan, dan 
lainlain.  
b. Pola Pelayanan PKL Menurut Mc Gee dan Yeung (1977:82-83) sifat 
pelayan PKL digolongkan menjadi :  
 Unit PKL tidak menetap, Unit ini ditunjukkan oleh sarana fisik 
perdagangan yang mudah dibawa, atau dengan kata lain ciri 
utama dari unit ini adalah PKL yang berjualan bergerak dari 
satu tempat ke tempat lain. Biasanya bentuk sarana fisik 
perdagangan berupa kereta dorong, pikulan / keranjang.   
 Unit PKL setengah menetap ciri utama unit ini adalah PKL yang 
pada periode tertentu menetap pada suatu lokasi kemudian 
bergerak setelah waktu berjualan selesai (pada sore hari atau 
malam hari). Sarana fisik berdagang berupa kios beroda, 
jongko atau roda/kereta beratap.  
 Unit PKL menetap ciri utama unit ini adalah PKL yang berjualan 
menetap pada suatu tempat tertentu dengan sarana fisik 
berdagang berupa kios atau jongko/roda/kereta beratap. 
II.6 Kerangka Pemikiran 
Berdasarkan Perda nomor 2 tahun 2006 tentang penataan kaki lima 
kabupaten Maros telah berupaya keras untuk melakukan penataan pedagang kaki 
lima, hal ini bisa dilihat dengan hasil yang telah diperoleh oleh Kabupaten Maros 




peringkat pertama dalam penataan pedagang kaki lima. Hal ini dikarenakan 
karena pemerintah Kabupaten Maros mampu merelokasi pedagang kaki lima ke 
satu titik yaitu Pantai Tak Berombak. 
Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengembangan usaha 
sebagai strategi pengembangan usaha yang mempertimbangkan aspek internal 
maupun eksternal usaha yaitu perluasan skala ekonomi dan perluasan cakupan 
usaha. Hal yang perlu digaris bawahi adalah setiap perusahaan atau unit usaha 
memiliki karakter yang unik yang harus diukur secara tersendiri guna penerapan 
strategi yang paling tepat. Untuk itu dibutuhkan sistem sistem penilaian yang 
fleksibel yang mampu mengintegrasikan seluruh kegiatan dan elemen yang ada. 
Pada akhirnya sistem ini akan bermamfaat untuk memenangkan persaingan dan 
memperoleh tingkat keuntungan di atas rata-rata. 
Berdasarkan uraian di atas, maka kerangka pemikiran dalam 
















Aspek Peningkatan Usaha 
1. Perluasan Sakala 
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 Tenaga Kerja 
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 Modal  
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III.1 Pendekatan Penelitian 
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif. 
Penelitian kualitatif menurut Sugiono (2005:1) adalah metode penelitian yang 
digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, sebagai lawannya adalah 
eksperimen, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan 
data dilakukan secara trianggulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dah 
hasil penelitian kualitatif lebih menekankan pada makna dari pada generalisasi. 
Penelitian kualitatif bersifat deskriptif yaitu menjelaskan fenomena secara 
mendalam melalui pengumpulan data. Dalam hal ini pendekatan kualitatif 
digunakan untuk mengetahui bagaimana stretegi pengembangan usaha sektor 
informal di Kabupaten Maros. 
 
III.2 Lokasi Penelitian 
 Penelitian ini dilaksanakan di kawasan kuliner Kabupaten Maros, Pantai 
Tak Berombak (PTB) Kecamatan Turikale. Alasan penulis memilih lokasi ini 
karena lokasi ini merupakan tempat di mana para PKL di relokasi dan lokasi ini 
juga menjadi sentra kuliner di kabupaten Maros. 
 
III.3 Fokus Penelitian 
Dalam penelitian ini penulis, yang menjadi fokus penelitian adalah strategi 
pengembangan usaha sektor informal yang lebih terkhusus ke strategi 




pedagang yang berjualan minuman yang telah dikemas dan langsung disajikan 
ditempat maupun dibawa pulang di Pantai Tak Berombak Kabupaten Maros. 
Pantai Tak Berombak merupakan nama dari kawasan kuliner yang berada 
di Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros. Yang menjadi tempat dimana para 
pedagang kaki lima ditempatkan sebagai bentuk pelaksanaan kebijakan relokasi 
pedagang kaki lima sesuai dengan perda Kabupaten Maros Nomor 2 Tahun 2006 
tentang penataan pedagang kaki lima.  
Dalam penelitian ini, terdapat beberapa indikator yang digunakan dalam 
menjelaskan strategi pengembangan usaha sektor informal, yaitu: 
1. Perluasan skala usaha 
Perluasan skala usaha adalah suatu cara untuk mengembangkan 
suatu usaha dimana suatu usaha dituntut untuk meningkatkan dan 
menambah skala produksi. Dengan harapan usaha yang dijalankan 
mampu meningkatkan produksi dengan biaya yang rendah. Hal ini 
diharapakan agar produk barang dan jasa yang dihasilkan sudah 
mencapai titik paling efisien. 
Hal ini dapat dilakukan dengan cara melihat kondisi faktor produksi 
seperti: 
a. Tenaga Kerja  
b. Teknologi 
c. Tempat Usaha 
2. Perluasan cakupan usaha 
Perluasan cakupan usaha adalah peningkatan usaha dengan cara 
meningkatkan produksi melalui penambahan jenis/keanekaragaman 




untuk menutupi kerugian yang mungkin terjadi apabila salah 
satu/sebagian produksi ternyata tidak laku. 
Cara ini bisa dilakukan dengan menambah jenis usaha dan produk baru 
yang berbeda dari yang sekarang diproduksi melalui: 
a. Pengetahuan Usaha 
b. Modal 
 
III.4 Tipe Penelitian 
 Tipe penilitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu tipe penelitian 
deskriptif, di mana tipe penelitian deskriptif adalah penyelidikan yang dilakukan 
terhadap variabel mandiri atau satu variabel, yaitu tanpa membuat perbandingan 
atau menghubungkan dengan variabel yang lainnya. Oleh karena itu penulis 
menggunakan tipe penelitian deskriptif yang dimaksudkan untuk memberi 
gambaran secara jelas mengenai masalah-masalah yang diteliti yang 
berhubungan degan rumusan masalah. 
 
III.5 Unit Analisis 
Unit analisis dalam penelitian ini yaitu organisasi dan masyarakat. 
Penentuan unit analisis ini didasarkan pada pertimbangan obyektif, untuk 
mendeskripsikan penelitian mengenai strtegi pengembagnan usaha sektor 
informal (studi kasus relokasi pedagang kaki lima di PTB) kabupaten maros. 
III.6 Informan 
Informan adalah orang yang benar-benar mengetahui atau pelaku yang 
terlibat langsung dengan permasalahan penelitian. Informan ini harus banyak 




nilai, sikap, proses dan kebudayaan yang menjadi latar penelitian setempat. 
Adapun informan yang dimaksud adalah: 
1. Kepala Bidang Usaha Kecil dan Menengah Dinas Koperasi 
Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Maros 
2. Pegawai Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten 
Maros. 
3. Pegawai Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Maros 
4. Para pedagang kaki lima 
 
III.7 Teknik Pengumpulan Data 
Tujuan utama dari penelitian ini adalah mendapatkan data. Melalui teknik 
pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dari penelitian. Untuk 
memperoleh data adapun sumber data dari penelitian ini adalah: 
1. Data primer 
Data primer yang dimaksud adalah data yang diperoleh langsung dari 
informan berupa informasi dan persepsi sertan tanggapan yang 
berkaitan dengan penelitian ini yaitu dengan melakukan wawancara 
(interview) dengan beberapa informan untuk mendapatkan data primer 
tersebut, peneliti menggunakan cara: 
a. Wawancara  
Penggunaan metode ini ditujukan untuk menggali informasi 
secara lebih mendalam terkait permasalahan penelitian. Terkait 
penelitian, peneliti menggunakan metode indept interview, dimana 




face) untuk mendapatkan informasi secara lisan dengan tujuan data 
yang dapat menjelaskan permasalahan penelitian. Untuk membuat 
wawancara yang berisi bitur-butir pernyataan terkait permasalahan 
penelitian. 
b. Observasi  
Dilakukan dengan cara melihat secara langsung tentang 
permasalahan yang berhubungan dengan variable penelitian dan 
melakukan pencatatan atau hasil observasi. Sesuai dengan 
jenisnya, penelitian observasi dengan partisipasi terbatas yakni 
peneliti terlibat pada aktivitas obyek yang mendukung data 
penelitian. 
2. Data sekunder 
Data sekunder adalah data yang dikumpulkan dari tangan kedua atau 
sumber-sumber lain yang telah tersedia sebelum penelitian dilakukan 
(Uber Silalahi, 2010:291). Data sekunder merupakan data-data yang 
diperoleh dari data perpustakaan. Data sekunder dalam penelitian ini 
diperoleh dengan cara penelitian kepustakaan dan dokumentasi. 
a. Penelitian kepustakaan  
Penelitian kepustakaan merupakan cara untuk 
mengumpulkan data dengan menggunakan dan mempelajari 
literatur buku-buku kepustakaan yang ada untuk mencari konsepsi-
konsepsi dan teori-teori yang berhubungan erat dengan 
permasalahan. Studi kepustakaan bersumber pada lapoan-
laporan, skripsi, buku, surat kabar dan dokumen-dokumen lain yang 





Dokumentasi yaitu suatu cara pengumpulan data yang 
digunakan untuk mengumpulkan data sekunder. 
 
III.8 Teknik Analisis Data 
Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisa data deskriptif kualitatif 
yaitu melakukan analisa ini beberapa penjelasan atau uraian pembahasan 
berdasarkan data hasil penelitian yang diperoleh melalui wawancara langsung, 
observasi dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam 
kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam 
pola, memilih nama yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat 
kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Yang 
berperan selaku pendukung daya yang lain, seperti: sejarah ringkas instansi, 
















HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
Gambaran umum lokasi penelitian meliputi gambaran umum daerah 
Kabupaten Maros dan gambaran umum objek penelitian yaitu Dinas Koperasi 
Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Maros dan Dinas Kebudayaan dan 
Pariwisata Kabupaten Maros. Gambaran umum Kabupaten Maros mencakup 
kondisi fisik dan wilayah, kependudukan dan visi misi Kabupaten Maros. 
Gambaran umum Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan dan Dinas 
Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Maros terdiri dari visi dan misi organisasi; 
kedudukan, tugas dan fungsi; struktur organisasi, dan kepegawaian dari kedua 
dinas tersebut. 
IV.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian 
IV.1.1 Gambaran Umum Kabupaten Maros 
IV.1.1.1 Kondisi Geografis 
Luas Wilayah kabupaten Maros 1619,11 KM2 yang terdiri dari 14 
(empat belas) kecamatan yang membawahi 103 Desa/kelurahan. Secara 
geografis, kabupaten Maros terdiri dari 10% (10 Desa) merupakan daerah 
pantai, 5% (5 Desa) adalah kawasan lembab, 27% (28 desa) adalah 
leseng bukit, dan 58% (60 Desa) merupakan daerah dataran. 
Berdasarkan topografinyanya sebanyak 70 desa (68%) adalah daerah 
datar dan 33 desa (32%) merupakan daerah yang kondisinya berbukit-




Kabupaten Maros merupakan wilayah yang berbatasan langsung 
dengan ibukota propinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini adalah Kota 
Makassar dengan jarak kedua kota tersebut berkisar 30 km dan sekaligus 
terintegrasi dalam pengembangan Kawasan Metropolitan Mamminasata. 
Dalam kedudukannya, Kabupaten Maros memegan peranan penting 
terhadap pembangunan Kota Makassar karena sebagai daerah 
perlintasan yang sekaligus sebagai pintu gerbang Kawasan 
Mamminasata bagian utara yang dengan sendirinya memberikan peluang 
yang sangat besar terhadap pembangunan di Kabupaten Maros dengan 
luas wilayah 1.619,12 km2 dan terbagi dalam 14 wilayah kecamatan. 
Kabupaten Maros secara administrasi wilayah berbatasan dengan :  
 Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Pangkep  
 Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Gowa dan Bone 
 Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Gowa dan Kota 
Makassar  
 Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Makassar 
Demikian pula sarana transportasi udara terbesar di kawasan 
timur Indonesia berada di Kabupaten Maros sehingga Kabupaten ini 
menjadi tempat masuk dan keluar dari dan ke Sulawesi Selatan. Tentu 
saja kondisi ini sangat menguntungkan perekonomian Maros secara 








Penduduk Kabupaten Maros berdasarkan Sensus Penduduk 
Tahun2013 berjumlah 325.401 jiwa, yang tersebar di 14 Kecamatan, 
denganjumlah penduduk terbesar yakni 42.390 jiwa yang mendiami 
Kecamatan Turikale. Secara umum, keterbandingan antara penduduk 
laki-laki denganperempuan (sex ratio), perempuan lebih banyak 
dibandingkan dengan laki-laki dengan perbandingan 96 laki-laki 
dibanding dengan 100 perempuan. 
Namun di Kecamatan Tanralili, rasio jenis kelamin Laki-laki lebih 
besar dari 100, hal ini menunjukkan jumlah penduduk laki-laki di 
kecamatantersebut lebih besar dari penduduk perempuan. Tingkat 
kepadatan penduduk tertinggi ditemukan di Kecamatan Turikale, 1.416 













Tabel 4.1  
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Di Kabupaten 
Maros Dirinci Dalam Tiap Kecamatan Tahun 2012 









IV.1.1.3 Visi Misi Kabupaten Maros 
Pemerintah Kabupaten Maros dalam menghadapi permasalah, 
tantangan dan keterbatasan yang dihadapi serta dengan memperhatikan hasil 
analisis dinamika lingkungan strategis dan aspirasi masyarakat, maka 
Pemerintah Kabupaten Maros sendiri mengusung visi dan misi untuk 
menaggapi persoalan tersebut. 
Visi: 
Mewujudkan masyarakat maros yang sejahtera dan beriman melalui 
pemerintahan yang bersih dan profesional. 
No Kecamatan Laki-laki Perempuan Jumlah 
1 Mandai 18.296 18.310 36.606 
2 Moncongloe 8.827 8.876 17.694 
3 Maros Baru 12.121 12.583 24.704 
4 Marusu  12.674 13.068 25.742 
5 Turikale 20.497 21.893 42.390 
6 Lau 12.114 12.068 24.722 
7 Bontoa 12.929 13.659 26.588 
8 Bantimurung 13.506 14.772 28.278 
9 Simbang 10.766 11.634 22.400 
10 Tanralili 12.462 12.269 24.731 
11 Tompobulu  7.052 7.269 14.321 
12 Camba 6.106 6.487 12.593 
13 Cenrana 6.686 7.142 13.828 
14 Mallawa 5.199 5.605 10.804 




Visi tesebut mengandung makna dan pengertian yang luas karena 
memiliki muatan dan nilai-nilai yang mengakomodir aspirasi dan ekspresi 
masyarakat Kabupaten Maros sebagai berikut : 
1. Visi mewujudkan Kabupaten Maros yang maju adalah mengupayakan 
pertumbuhan pembangunan untuk mencapai kemajuan di segala bidang 
dan segala aspek kehidupan baik ekonomi maupun sosial budaya. Maju 
berarti mewujudkan keadaan dalam waktu sekarang lebih baik dari waktu 
masa lalu, dan keadaan masa depan akan lebih baik dibandingkan 
keadaan pada waktu sekarang. 
2. Visi mewijudkan masyarakat Maros yang harmoni ditandai denga 
terselenggaranya proses pembangunan dan kehidupan masyarakat dalam 
keadaan aman, damai, tertib, dan tentram. Tetapi memiliki semangat 
keratifitas yangtinggi untuk mencapai kemajuan masa depan. Terciptanya 
harmoni dalam proses pembangunan dan kehidupan masyarakat yang 
stabilitas dan mantap serta perkembangan lingkungan yang strategis dan 
dinamis merupakan prasyarat agar proses pertumbuhan pembangunan 
dapat berlangsung secara berkelanjutan. 
3. Visi mewujuskan masyarakat yang sejahtera ditandai dengan peningkatan 
kualitas kehidupan yang layak dan bermartabat serata tercukupinya 
kebutuhan dasar, yautu sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan, 
dan lapangan kerja. Dapat pula dikatakan bahwa masyaraakat yang 
sejahtera mengandung makna, yaitu terjaminya hak setiap warga Negara 
Indonesia untuk hidup sejahtera lahir dan batin dalam rangka 
meningkatkan kualitas hidup dan berperan aktif dalam upaya mewujudkan 




pembangunan kesejahteraan masyarakat adalah untuk mengangkat harkat 
derajat dan martabat penduduk miskin. 
4. Pendekatan kemandirian lokal meruapakan pendekatan yang digunakan 
dalam pembangunan daerah Kabupaten Maros (1) untuk mendorong 
peningkatan kemandirian daerah otonom dan kelompok masyarakat dalam 
berbagai bidang kehidupan, (2) merupakan pendekatan pemabngunan 
yang bersendikan nilai0nilai budaya lokal, (3) mengedepankan prinsip 
interkoneksitas untuk meningkatkan pembangunan daerah secara lebih 
efektif dan efisien serta menciptakan peluang-peluang pembangunan baru. 
Kemandirian lokal diartikan sebagai semangat pembangunan yang tidak 
menggantungkan sepenuhnya pada bantuan luar daerah. Tidak 
menggantungkan sepenuhnya pada bantuan luar dikonotasikan dengan 
semangat pemabngunan berbasis pada kekuatan sendiri atau berdiri 
diatas kaki sendiri. Untuk mencapai kemandirian lokal tersebut dibutuhkan 
kerja keras, pemberdayaan, kemitraan, dan partisipasi seluruh komponan 
masyarakat pelaku pembangunan secara nyata dan bertanggung jawab. 
5. Bernafaskan imam dan taqwa dimaksudkan bahwa dalam melaksanakan 
pembangunan dan menjalani kehidupan masyarakat yang sejahtera 
secara spritual diperlukan imam dan taqwa merupakan landasan 
kehidupan. Keimanan merupakan mengakui adanya Tuhan Yang Maha 
Kuasa walaupun tidak mampu melihatnya dan taqwa merupakan faktor 
utama pembentuk kepribadian dan nilai seseorang. Dengan imam dan 
taqwa diharapkan kehidupan masyarakat akan menjadi harmonis, maka 




keimanana dan ketaqwaan dalam mewujudkan pembangunan masyarakat 
yang rukun dan harmonis. 
Misi :  
1. Meningkatkan pertumbuhan perekonomian rakyat dengan mendorong 
secara sungguh-sungguh simpul-simpul perekonomian; 
2. Mengoptimalkan sumber-sumber pendanaan dan investasi melalui 
penciptaan iklim usaha yang kondusif; 
3. Penataan birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan  publik; 
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan; 
5. .Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan perbaikan gizi 
masyarakat; 
6. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan; 
7. Meningkatkan pembinaan keagamaan; 
8. Meningkatkan Pemberdayaan Perempuan; 
9. Meningkatkan Pembinaan Pemuda, Olahraga, Seni dan Budaya; 
10. Meningkatkan daya dukung Lingkungan hidup. 
IV.1.2 Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Maros 
Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Maros 
dibentuk berdasarkan peraturan Bupati Maros, tentang Tugas Pokok, Fungsi, 
Uraian Tugas dan Tata Kerja nomor 64/XII/2009 tanggal 21 Agustus 2009, tugas 
pokok membantu Bupati dalam melaksanakan kewenangan daerah dalam Bidang 




Keberadaan  Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan 
sangat penting sebagai basis utama untuk menggerakkan sistem ekonomi 
masyarakat, termasuk dalam menciptakan lapangan kerja dalam bidang Industri 
serta Perdagangan perkembangannya dalam perekonomian nasional terutama 
yang berskala mikro, mencerminkan wujud nyata dari tingkat kesejahteraan 
sebagian besar masyarakat Indonesia. Koperasi, UMKM, Perindustrian dan 
Perdagangan bergerak hampir disemua sektor ekonomi dan berlokasi di perkotaan 
dan pedesaan. Dalam upaya menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi 
Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan perlu dukungan terhadap 
Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan dalam bentuk pembinaan dan 
pengembangan sesuai dengan kewenangan yang diberikan UU. No. 32 Tahun 
2004 kepada pemerintah. 
Dari capaian kerja yang telah dihasilkan melali pelaksanaan Renstra SKPD 
periode sebelumnya adalah terselenggaranya program-program dan kegiatan 
yang telah dilakasanakan melalui program kerja tahunan yang ditetapkan 
berdasarkan urutan prioritas. 
Secara umum sasaran srtatejik yang ingin dicapai oleh Dinas Koperasi 
Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Maros telah dicapai sebahagian target 
yang telah ditetapkan. Dalam pelaksanaan pembangunan, beberapa kebijakan 
telah diambil dan mewujudkan keberhasilan, dan telah dilaksanakan semuanya 
serta mencapai kinerja yang diharapkan, namun belum 100% karena dipengaruhi 






IV.1.2.1 Visi dan Misi Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan 
Kabupaten Maros 
Berdasarkan permasalahan, tantangan serta keterbatasan yang 
dihadapi Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten 
Maros. Maka ditetapkan visi: “Mewujudkan Maros Sebagai Kabupaten 
Koperasi, Industri dan Perdagangan Yang Terkemukadi Sulawesi Selatan”. 
Visi merupakan untuk mewujudkan Dinas Koperasi Perindustrian dan 
Perdagangan Kabupaten Maros lebih maju dan untuk mengupayakan 
pertumbuhan pembangunan untuk mencapai suatu kemajuan di segala 
bidang dan aspek kehidupan baik ekonomi, maupun aspek lainnya 
terutama peningkatan nilai produk dan peningkatan pendapatan 
masyarakat serta pertumbuhan ekonomi serta berkesinambungan. 
Sedangkan misi Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan 
Kabupaten Maros yaitu sebagi berikut: 
1. Meningkatkan kualitas SDM, kelompok–kelompok usaha tradisional 
dalam bidang usaha, sehingga mampu mengelolah usahanya dengan 
baik. 
2. Pengembangan koperasi yang tangguh sebagai sukoguru 
perekonomian daerah yang melibatkan Industri, perdagangan dan 
UKM. 
3. Menggerakkan Pengusaha Kecil membentuk kelompok usaha 
berdasarkan Komoditi unggulan daerah melalui subsidi kebutuhan 




4. Meningkatkan aktivitas dan kuantitas industri dan perdagangan untuk 
pengembangan kemitraan usaha. 
5. Memberikan kemudahan-kemudahan di sektor perizinan dalam rangka 
mengembangkan lembaga keuangan yang ada di daerah. 
6. Meningkatkan kemampuan keterampilan daya saing para industri 
rumah tangga. 
7. Peningkatan/pengembangan usaha agar dapat tercipta satu produk 
unggulan di setiap kecamatan yang di kelola oleh koperasi. 
8. Mewujudkan Kabupaten Maros sebagai Kabupaten Koperasi. 
IV.1.2.2 Tugas, Fungsi Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan 
Kabupaten Maros 
Penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Dinas 
Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Maros yang 
berdasarkan peraturan Bupati Maros tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian 
Tugas dan Tata Kerja Nomor 64/XII/2009 tanggal 21 Agustus 2009 tugas 
pokok membantu Bupati dalam melaksanakan kewenangan daerah dalam 
Bidang Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan yang menjadi tanggung 
jawab. 
IV.1.2.3 Struktur Organisasi Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan 
Kabupaten Maros 
Pedoman susunan Dinas Koperasi, Perindustrian dan 
Perdagangan Kabupaten Maros. Untuk melaksanakan tugas pokok dan 
fungsi tersebut Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan 




susunan perangkat dan tata kerja Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian 
dan Perdagangan sebagai berikut : 
1. Kepala Dinas  
2. Sekretaris  
a. Kasubag Program 
b. Kasubag Kepegawaian dan Umum 
c. Kasubag Keuangan 
3. Kelompok Jabatan Fungsional  
4. Kepala Bidang Koperasi  
a. Kepala Seksi Bina Usaha Koperasi  
b. Kepala Seksi Simpan Pinjam Koperasi  
c. Kepala Seksi Kelembagaan Koperasi  
5. Kepala Bidang UMKM  
a. Kepala Seksi Peng.SDM Usaha Kecil Menengah 
b. Kepala Seksi Bina Usaha Mikro/PKL 
c. Kepala Seksi Bina Usaha UKM 
6. Kepala Bidang Perdagangan  
a. Kepala Seksi Penyaluran Promosi dan Ekspor Daerah 
b. Kepala Seksi Sarana Peng. Sarana Perdagangan Pendf. 
Perusahaan 
c. Kepala Seksi Metrologi dan Perlin. Konsumen  
7. Kepala Bidang Perindustrian  
a. Kepala Seksi Sarana Usaha Industri  
b. Kepala Seksi Bimbingan Produksi  




8. UPT. Pasar  
 KTU. UPT Pasar 
9. UPT. Industri  
 KTU. UPT Industri  
IV.1.2.4 Kepegawaian Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan 
Kabupaten Maros 
Adapun jumlah pegawai dan jenjang pendidikan yang menjadi 
sumber daya dalam Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan 
menurut golongan dan jenis kelamin tahun 2015. Untuk lebih jelasnya 
dapat kita lihat dari tabel 4.2 berikut ini: 
Tabel 4.2 
Data Kepegawaian Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdangan  
Kabupaten Maros 
No Golongan/Ruang 
Jenis Kelamin  
Jumlah 
Laki-Laki Perempuan 
1 I/a 1   1 
2 I/b 4   4 
3 I/c       
4 I/d 1   1 
5 II/a       
6 II/b 4 8 12 
7 II/c       
8 II/d 2   2 
9 III/a 3 3 6 
10 III/b   7 7 
11 III/c 2 2 4 
12 III/d 8 7 15 
13 IV/a 3 1 4 
14 IV/b 2   2 
15 IV/c       
16 IV/d       




Sumber : Diskoperindag. Kab.Maros 
IV.1.3 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Maros 
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Maros berperan dalam 
upaya memperkuat jati diri dan karakter masyarakat yang berlandaskan pada nilai-
nilai luhur dan menjadi landasan pelaksanaan pembangunan kebudayaan. 
Berbagai program yang telah dilaksanakan, antara lain:(1)  internalisasi 
nilai-nilai luhur, pengetahuan dan teknologi tradisional, serta kearifan lokal yang 
relevan dengan tata kehidupan bermasyarakat dan bernegara seperti nilai-nilai 
persaudaraan, solidaritas sosial, saling menghargai (sipakatau) (2) peningkatan 
apresiasi masyarakat terhadap hasil karya kreatifitas seni budaya yang ditandai 
denganfasilitasi penyelenggaraan dan keikutsertaan dalam berbagai pameran, 
festival, pegelaran, dan pentas seni , serta pengiriman misi kesenian ke berbagai 
acara ditingkat regional dan nasional sebagai bentuk diplomasi/promosi kesenian 
daerah. 
  Berbagai event yang diikuti Dinas  Kebudayaan dan PariwisataKabupaten 
Maros telah berhasil mendapatkan penghargaan antara lain:pada tahun 2009 
Juara Harapan I Pagelaran Seni pada Pameran Pembangunan di Benteng Somba 
Opu Makassar,Juara I Lomba Lagu Daerah se Sulawesi Selatan,Juara I Barzanji 
pada Festival Maulid Tingkat Nasional di Palu,Sulawesi Tengah dan Juara Umum 
Festival Teater se Sulawesi Selatan.Pada tahun 2010;Juara II Stand dan 
Penampilan Kesenian pada event Nusantara Expo di Yogyakarta,Juara II Stand 
Terbaik pada event SIDE(Sulsel Incorporated & Development Expo)dan Juara II 
Festival Lagu Daerah Dalam Rangka Hari Jadi Sulsel Ke-341.(3) peningkatan 
kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap pengelolaan kekayaan dan 




kebanggaan, dan penghargaan masyakarat terhadap nilai-nilai sejarah, 
peningkatan upaya perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan benda cagar 
budaya (BCB)/situs, serta pengembangan peran dan fungsi museum sebagai 
sarana rekreasi dan edukasi.  (4) Peningkatan kerja sama yang sinergis antar-
pihak terkait dalam upaya pengembangan nilai budaya, pengelolaan keragaman 
budaya serta perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan warisan budaya.  
 Peran strategis DinasKebudayaan dan PariwisataKabupaten Maros dalam 
peningkatan kinerja kepariwisataan pada lima tahun terakhir telah mendukung 
pencapaian hasil dan kemajuan yang ditunjukkan dengan meningkatnya 
penerimaan Pendapatan Asli Daerah(PAD) dari pengelolaan obyek wisata 
sebesar 3,5 miliar di tahun 2009.Keberhasilan kinerja kepariwisataan juga 
tercermin dari meningkatnya jumlah pergerakan wisatawan pada tahun 2008; 
578.981 orang menjadi 690.212 orang ditahun 2009. 
IV.1.3.1 Visi dan Misi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Maros 
Visi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sampai dengan tahun 2015 
dirumuskan sebagai berikut: “Masyarakat Maros Yang Sejahtera Dengan 
Karakter Dan Jati Diri Yang Berlandaskan Nilai-Nilai Luhur Budaya Melalui 
Pemerintahan Yang Baik Dan Profesional”. 
Untuk mewujudkan Visi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan di atas 
serta  Misi Bupati Maros 2011 - 2015 dan berpedoman terhadap tugas 
pokok dan fungsi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan yang berperan 
sebagai regulator dan fasilitator dalam pembangunan kebudayaan dan 
kepariwisataan yang transparan dan akuntabel dengan mengutamakan 
kepentingan masyarakat maka Misi Dinas Kebudayaan  dan Pariwisata  




1. Mengembangkan kepariwisataan yang berdaya saing, 
pengembangan objek wisata  yang berkelanjutan serta 
pemasaran yang bertanggungjawab   
2. Melestarikan dan menjunjung tinggi nilai keragaman dan 
kekayaan budaya dalam rangka memperkuat jati diri dan 
karakter masyarakat Maros.   
3. Mengembangkan sumberdaya kebudayaan dan pariwisata. 
 IV.1.3.2 Tugas, Fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Maros 
Dalam pelaksanaan pembangunan daerah, Dinas Kebudayaan dan 
Pariwisata Kabupaten Maros menyelenggarakan fungsi perumusan 
kebijakan daerah, kebijakan pelaksanaan, dan kebijakan teknis di bidang 
kebudayaan telah berperan penting dalam peningkatan pemahaman 
keragaman budaya, serta pengembangan interaksi antarbudaya. 
Sementara itu dalam pembangunan kepariwisataan, Dinas Kebudayaan 
dan PariwisataKabupaten Maros berperan penting sebagai penyelenggara 
pembangunan kepariwisataan yang terintegrasi dalam pembangunan 
daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, 
berkelanjutan, dan bertanggung jawab dengan tetap memberikan 
perlindungan terhadap nilai-nilai agama dan budaya yang hidup di dalam 
masyarakat, kelestarian dan mutu lingkungan hidup, serta peningkatan 
kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. 
IV.1.3.3 Struktur Organisasi Dinas Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 
Kabupaten Maros 
Pedoman susunan Dinas Koperasi, Perindustrian dan 




fungsi tersebut Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan 
Kabupaten Maros mempunyai struktur organisasi yang tercantum dalam 
susunan perangkat dan tata kerja Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian 
dan Perdagangan sebagai berikut: 
1. Kepala Dinas  
2. Sekretaris  
a. Kasubag Program 
b. Kasubag Kepegawaian dan Umum 
c. Kasubag Keuangan 
3. Kelompok Jabatan Fungsional  
4. Kepala Bidang Kebudayaan 
a. Kepala Seksi Pengembangan Budaya Daerah dan Pelestarian 
Nilai-Nilai Tradisional  
b. Kepala Seksi Perfilmn 
5. Kepala Bidang Sejarah dan Purbakala 
a. Kepala Seksi Sejarah dan Museum 
b. Kepala Seksi Kepurbakalaan 
6. Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata 
a. Kepala Seksi Sarana Prasarana Pariwisata 
b. Kepala Seksi Jasa Usaha Pariwisata 
c. Kepala Seksi Pengelolaan Obyek Dan Daya Tarik Wisata  
7. Kepala Bidang Pemasaran, Kerjasama dan Pemberdayaan 
Masyarakat 





b. Kepala Seksi Peningkatan Kerjasama dan Investasi Pariwisata 
c. Kepala Seksi Pemberdayaan dan Peran Serta Masyarakat 
8. UPTD 
IV.1.3.4 Kepegawaian Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Maros 
Adapun jumlah pegawai dan jenjang pendidikan yang menjadi 
sumber daya dalam Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Maros 
menurut golongan dan jenis kelamin tahun 2015. Untuk lebih jelasnya 
dapat kita lihat dari tabel 4.3 berikut ini: 
Tabel 4.3 
Data Kepegawaian Dinas Kebudayaan dan Pariwisata  
Kabupaten Maros 
NO Golongan/Ruang 
Jenis Kelamin  
Jumlah 
Laki-Laki Perempuan 
1 I/a 1   1 
2 I/b 2   2 
3 I/c 2   2  4 
4 I/d 1   1 
5 II/a  5  2  7 
6 II/b 16 6 22 
7 II/c  7  3 10  
8 II/d   2 2 
9 III/a 5 1 6 
10 III/b  4 6 10 
11 III/c 3 1 4 
12 III/d 5 4 9 
13 IV/a 2 2 4 
14 IV/b   1 1 
15 IV/c  1    1  
16 IV/d       
Jumlah  54 30 84 






IV.2 Hasil dan Pembahasan 
IV.2.1 Hasil Penelitian 
Pedagang kaki lima dalam melakukan usahanya tidak seperti orang yang 
bekerja disektor informal. Mereka melakukan usahanya sesuai dengan jenis 
barang atau jasa yang dihasilkan. Pedagang kaki lima rata-rata melakukan 
aktivitasnya pagi sampai sore hari bahkan ada yang sampai malam hari. Bagi 
pedagang kaki lima yang melakukan usaha siang sampai malam hari rata-rata 
mendirikan bangunan yang semi permanen. Sedangkan untuk pedagang kaki lima 
yang melakukan kegiatan pagi sampai sore, mereka menggunakan tenda-tenda 
yang bisa dibuka dan ditutup setiap saat, mereka ini biasanya menempati tempat 
bukan miliknya sendiri. Untuk pedagang kaki lima yang melakukan kegiatan siang 
dan malam, mereka menggunakan peralatan gerobak dorong dan biasanya 
dilengkapi dengan tenda yang setiap saat bisa dibuka dan ditutup. 
Dalam hal pengelolaan dan penanganan pedagang kaki lima di Kabupaten 
Maros, pemerintah mengeluarkan peraturan daerah kabupaten maros nomor 2 
tahun 2006 tentang penataan pedagang kaki lima. Hal ini diharapkan mampu 
membantu program pemerintah terkait dengan program pembangunan Kabupaten 
Maros sebagai daerah bersih, aman, inovatif dan kreatif.  
Penataan pedagang kaki lima di kabupaten Maros dilakukan dengan cara 
merelokasi pedagang kaki lima yang ada disepanjang jalan provinsi ke Kecamatan 
Turikale tepatnya di Kawasan Kuliner Pantai Tak Berombak. Kawasan kuliner ini 
diharapkan mampu menjadi sebuah ikon baru area kuliner yang sangat dinamis. 
Hasil dari relokasi ini membuat para pedagang yang semula merasa tidak 




menampung para pedagang kaki lima, apalagi dengan munculnya pedagang-
pedagang baru yang mampu menggerakkan ekonomi masyarakat. Jumlah 
pedagang kaki lima yang berhasil pindah ke Pantai Tak Berombak ini semakin 
tahun semakin meningkat, sesuai dengan data yang diperoleh yaitu sebagai 
berikut: 
Tabel 4.4  
Rekapitulasi Jumlah Pedagang Pertahun 
No Jenis Jualan 
Tahun 
Keterangan 
2012 2013 2014 
1. Makanan 23 7 25  
2. Minuman  9 43 44  
3. Kue / gorengan 7 4 12  
4. Kelontong - - 4  
 Jumlah 39 54 85  
Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Maros 
Dari tabel di atas bisa dilihat bahwa jumlah pedagang pada kawasan 
kuliner malam Pantai Tak Berombak mengalami peningkatan setiap tahunnya. 
Selain dari data tersebut, hal yang harus diperhatikan juga adalah omset 
atau pendapatan para pedagang kaki lima yang ada di Kawasan Kuliner Pantai 









Rekapitulasi Jenis dan Omset Peagang Kuliner Maros 
No Jenis Jualan Jumlah 
Omset Pedagang 
Hari Minggu s/d Jum’at 




Rp. 1.200.000,-/ malam Rp. 2.500.000,- 
2. Minuman 
44 
Rp.    600.000,-/malam Rp. 1.000.000,- 
3. Kue dan Gorengan 
12 
Rp.  1.000.000,-/malam Rp. 2.000.000,- 
4. Kelontong 
4 
Rp.     500.000,-/malam Rp.    750.000,- 
Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Maros 
Berdasarkan perhitungan Omset Penjualan rata-rata perhari menurut jenis 
dagangan  dikali  jumlah pedagang maka dapat diestimasi jumlah orang yang 
berkunjung ke kawasan Kuliner Maros adalah ± 3. 500 orang perhari. Diasumsikan 
setiap orang membelanjakan uangnya minimal sebesar Rp.25.000, maka jumlah 
uang uang yang dibelanjakan pada kawasan Kuliner ini sebesar Rp. 87.500.000 / 
hari, dalam sebulan berarti Rp. 87.500.000 X 30 hari = Rp. 2.625.000.000,-. 
(Perhitungan yang dilakukan dinas Kebudayaan dan Pariwisata) 
Melihat peluang tersebut para pedagang kaki lima harus mampu 
meningkatkan usaha mereka agar mereka mampu mendapatkan penghasilan 
yang lebih apalagi jika melihat perhitungan diatas bahwa ± 3. 500 orang perhari 
datang ke kawasan kuliner ini. Oleh karena itu selain usaha dari para pedagang 
kaki lima perlu adanya campur tangan pemerintah dalam hal pengembangan 
usaha pedagang kaki lima lima ini.  
Pengembangan usaha disini yaitu tugas dan proses persiapan analitis 




peluang pertumbuhan usaha, termasuk keputusan tentang strategi dan 
implementasi dari peluang pertumbuhan usaha. Pengembangan usaha dapat 
dilakukan dengan cara perluasan skala usaha dan perluasan cakupan usaha. 
Perluasan skala usaha ini bisa dicapai dengan cara peningkatan tenaga kerja, 
teknologi, tempat usaha sedangkan untuk perluasan cakupan usaha yang 
dibutuhkan adalah pengetahuan usaha dan modal. 
Strategi peningkatan usaha meliputi: 
1. Perluasan Skala Usaha 
a. Tenaga Kerja 
Tenaga kerja merupakan faktor produksi yang sangat 
menentukan dalam suatu usaha. Tanpa adanya tenaga kerja suatu 
usaha tidak bisa berproduksi, sehingga mengakibatkan usaha akan 
gulung tikar. Melihat pentingnya tenaga kerja dalam usaha, maka 
diperlukan jumlah tenaga kerja yang memadai dengan kemampuan 
yang mampu mendukung usaha yang dijalankan.  
Usaha pedagang kaki lima merupakan usaha yang bisa 
dikatakan tidak memerlukan jumlah tenaga kerja yang banyak 
hanya memerlukan tenaga kerja 2 sampai 3 orang.  
Berdasarkan hasil wawancara mengenai pekerja ke salah 
satu warung penjual minuman di Kawasan Kuliner Pantai Tak 
Berombak, menyatakan bahwa 
“...kalau pekerja dek, disini sayaji sama anakku yang kerja. 
Karna nda perluji banyak orang kalau menjual jusji orang 
dek. Cuman perlu 2 orang bisami, satu yang tawari orang 
yang duduk-duduk satu lagi buatkan minuman orang”. 





Berdasarkan keterangan tersebut bahwa untuk penjual 
minuman minimal mereka hanya butuh 2 orang tenaga kerja yang 
memiliki peran menawarkan menu kepada pengunjung dan 
membuatkan pesanan untuk orang yang sudah memesan. Sesuai 
dengan hasil wawancara beriku. 
 “...yang berjualan disini sebenarnya mamakku, saya cuman 
ikut bantuji, mamakku biasa buat minumanji trus sayami 
yang antar ke orang yang pesan minuman”. (Sumber: 
wawancara ke pedagang, 8 Mei 2015). 
 
Hal ini kemudian diperkuat dengan pendapat kepala bidang 
umkm yang menyatakan: 
“...kalau pedagang kaki lima itu mereka hanya 
membutuhkan 1-2 orang. Di mana 2 orang ini sudah cukup, 
karena mereka juga hanya membuat minuman dan 
melayani pengunjung.” (Sumber: wawancara ke bapak 
Nurdin Tinri selaku kepala bidang UMKM, 27 April 2015)) 
 
Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan 
bahwa penjual minuman ini hanya membutuhkan dua orang 
karyawan untuk menjalankan usaha ini.  
b. Teknologi 
Teknologi merupakan alat yang berfungsi membantu 
mempercepat pekerjaan manusia. Teknologi ini diharapkan mampu 
meringankan pekerjaan manusia, sehingga manusia tidak perlu 
mengorbankan waktu yang lama untuk melakukan sesuatu. 
Terkait dengan usaha terkhusus pedagang kaki lima, 
mungkin teknologi merupakan hal yang tidak terlalu penting karena 
melihat jenis usaha ini terbilang kecil dan hanya membutuhkan 
beberapa alat saja untuk bisa memproduksi hasil usaha. Tetapi 




kaki lima seperti pedagang minuman yang menjadi fokus penelitian 
ini.  
Untuk meningkatkan produksi suatu usaha teknologi sangat 
dibutuhkan. Bagi penjual minuman ada beberapa teknologi yang 
dibutuhkan diantaranya blender dan alat pres minuman dan lai-lain. 
Seperti yang dipaparkan oleh salah satu penjual minuman. 
“...kalau teknologi dek, kita lihatmi saja yang dipakeji saja 
buat minuman seperti blender, karena kita menjual minuman 
nda banyakji alat kita pake.” (sumber: wawancara kesalah 
satu pedagang, 8 Mei 2015). 
 
c. Tempat Usaha 
Salah satu masalah yang menjadi kendala terbesar bagi 
pedagang kaki lima adalah tempat usaha, dimana tempat usaha ini 
menjadi faktor yang sangat menentukan apakah PKL ini mampu 
bertahan lama atau tidak. Hal ini dikarenakan tempat usaha bagi 
pedagang kaki lima merupakan hal yang sulit. Apalagi jika mereka 
harus digusur oleh pihak pemerintah. 
Tempat usaha ini kemudian menjadi hambatan bagi para 
PKL dalam meningkatkan pendapatan mereka. Untuk di daerah 
Kabupaten Maros sendiri sudah ada kebijakan pemerintah terkait 
dengan tempat usaha. Di mana pemerintah Kabupaten Maros 
kemudian mengeluarkan perda nomor 2 tahun 2006 tentang 
penataan pedagang kaki lima. Relokasi pedagang kaki lima ini 
diharapkan mampu membantu pembangunan Kabupaten Maros 
dari segi penataan jalan provinsi.  Dengan dikeluarkannya perda 
tersebut mengalami banyak keluhan dari para PKL mulai dari 




nantinya akan berkurang. Sesuai dengan hasil wawancara ke 
kepala bidang UMKM Dinas Koperasi Perindustrian dan 
Perdagangan Kabupaten Maros. 
“...untuk Kabupaten Maros sendiri sudah ada perda yang 
mengatur tentang relokasi pedagang kaki lima yang kedua 
kebijakan pemerintah itu menyediakan wilayah yaitu dengan 
adanya relokasi itu peran pemerintah daerah. Dan yang 
kedua tidak membebani biaya-biaya termsuk retribusi”. 
(Sumber: wawancara, 28 April 2015) 
 
Berdasarkan wawancara tersebut bisa dilihat bahwa 
pemerintah Kabupaten Maros telah menyediakan tempat usaha 
dalam hal ini para pedagan kaki lima direlokasi ke tempat tersebut. 
Wawancara ke salah seorang pegawai dinas kubudayaan dan 
pariwisata menambahahka bahwa: 
“... aturan itu untuk lokasi menyesuaikan besar kecilnya 
suatu usaha, misalankan contoh misalkan makanan, 
makanan itu kan tergolong besar, dia punya meja kursi, meja 
saji dia harus besar berarti ukurannya 5-7 meter. Kalau 
untuk makanan ringan misalkan kue-kue putu cangkiri kan 
kecilji paling 2 meter, jadi disitu berpariatif tergantung jenis 
usahanya apa. Jadi nda patokan bahwa sekian harus 
berapa meter.” (Sumber: wawancara, 8 Mei 2015)  
 
Berdasarkan hasil wawancara tersebut mengenai tempat, 
area tersebut  disesuaikan dengan jenis usaha. Dan mereka juga 
bisa saling bekerjasama dalam hal ini mengenai tempatnya karena 
tidak semua tempat tersbut bisa terisi penuh seperti yang 
ditambahkan oleh bapak yang menangani pedagang kaki lima ini. 
“... kalau area minuman untuk meja sajinya itu di depan 
gerobaknya kan hanya 5 meter. Kalau misalkan dia 
bertetangga dengan pedagang makanan. Kan ini cafe dia 
jualan di depannya 5 meter kan ini pedagang makanan 
cuman pemamfaatan di belakang gerobak, karna dia 
kebetulan bertetangga dengan makanan otomatis dia pake 




wialayahnya itu saja, tapi hak sebenarnya hanya di 
depannya, karna ini nda ada masalah dengan penjual 
makanan, maka dia bisa menggunakan area tersebut.” 
(Sumber: Wawancara, 8 Mei 2015) 
 
Hal tersebut membuktikan bahwa mengenai tempat, para 
pedagang tidak perlu lagi memikirkan mengenai tempat usahanya. 
Bahkan pedagang sudah diuntungkan dengan telah ditetapkannya 
tempat tersebut seperti yang diungkapkan oleh para pedagang, 
mereka diberikan kemudahan dalam hal tempat usaha. 
“...kalau dari pemerintah katanya hanya kemudahan 
tempatji. Jadi kalau tempatnya itu sudah adami kayak 
sertifikat, jadi setiap tempat nda bolehmi orang lain tempati 
seenaknya toh, karna biasaja juga ada orang toh 
seenaknyaji pindah-pindah, jadi sudah adami dikasikanki 
surat keterangan. Jadi alhamdulillah kalau mengenai tempat 
sudah dimudahkanmi, karna masalah tempat janganmi 
khawatir katanya.” (Sumber: wawancara, 2 Mei 2015) 
 
Dan juga para pedagang tidak perlu mengeluarkan biaya 
untuk tempat usaha seperti hasil wawancara ke salah seorang 
pedagang. 
“... kalau tempatnya toh tidak dianuji, tidak adaji 
pungutannya retribusinya.” (Sumber: wawancara, 2 Mei 
2015). 
 
 Berdasarkan hasil wawacara tersebut bisa dilihat bahwa 
upaya pemerintah terkait dengan relokasi ini, pemerintah sudah 
memberikan kemudahan tempat usaha sehingga para pedagang 
tinggal menempati tempat yang telah ditetapkan dan mereka juga 






2. Perluasan Cakupan Usaha 
a. Pengetahuan usaha 
Pengetahuan usaha merupakan pondasi dimana seorang 
wirausaha mampu melanjutkan usahanya. Pengetahuan usaha ini 
diharapkan mampu menambah kemampuan seorang pedagang 
untuk bisa memproduksi produk yang lebih baik dari sebelumnya, 
mengelola modal dengan sebaik-baiknya, guna untuk 
mendapatkan penghasilan yang memuaskan. 
Bagi para pedagang kaki lima pengetahuan mengenai 
usaha sangat dibutuhkan agar usaha yang meraka jalankan bisa 
berpenghasilan lebih dibandingkan sebelumnya oleh karena itu 
pemerintah membuat suatu program terkait dengan peningkataan 
penghasilan para pedagang yaitu membuat seminar tentang 
wirausaha. Seperti hasil wawancara ke bapak kabid UMKM: 
“...kalau pedagang kaki lima itu ada pelatihan namanya 
manajemen kewirausahaan, jadi kita undang baru-baru ini 
beberapa pedagang yang dilaksanakan oleh beberapa 
instansi, baru-baru ini pariwisata yang laksanakan satu 
angkatan dan kita juga bulan depan ada.” (Sumber: 
wawancara, 30 April 2015). 
 
Berdasarkan hasil wawancara tersebut para pedagang kaki 
lima diundang untuk menghadiri seminar yang diadakan pihak 
terkait untuk memberikan materi tentang berwirausaha dan 
bagaimana meningkatkan usaha mereka. Seperti tambahan 
penjelasan dari bapak kabid UMKM. 
“...kita pembinaan dari kelembagaannya. Jadi kita membina 
bagaiman manajemen usaha yang bagus, melalui pelatihan-




Hal ini kemudian diperjelas oleh penjelasan pegawai dinas 
kebudayaan dan pariwisata.      
“...jadi pemerintah itu hanya membekali teknik-teknik 
berdagang, semacam itu pelatihan-pelatihan 
pengembangan SDMnya. Jadi penelitiannya itu menyangkut 
pengembangan SDMnya dalam hal pedagang kaki lima.” 
(Sumber: wawancara, 8 Mei 2015). 
 
Terkait dengan jumlah peserta yang mengikuti seminar 
tersebut pak Nurdin Tinri juga menambahkan, hanya 40 orang yang 
diikutkan dalam pelatihan ini, dengan cara dipilih berdasarkan 
kemampuan para pedagang. Di mana dilihat dari pedagang yang 
sudah memiliki pengetahuan lebih tentang usaha tersebut tidak 
diikutkan, dan memfokuskan kepada mereka yang belum memiliki 
pengetahuan tentang berwirausaha. Seperti wawancara di bawah 
ini. 
“...nda semua pedagang kita ikutkan, karena melihat dana 
terbatas lagipula kitakan pake sistem maksimal 40, dengan 
melihat substansinya dan diacak yang mana kira-kira 
berpotensi. Ada beberapa pedagang yang sudah mengerti 
tentang manajemen keuangan kita anggap bahwa dia ini 
kurang maka kita ambil. Dengan harapan yang sudah dilatih 
ini dia bisa menurunkan ilmu kepada yang lain-lainnya 
karena anggaran terbatas. Jadi itu ada, jadi kami latih semua 
pedagang kaki lima.” (Sumber: wawancara, 30 April 2015). 
 
Pelatihan ini dibenarkan oleh pedagang kaki lima. 
“...pelatihan yang saya ikuti kemarin nakasiki materi tentang 
wirausaha sama pengembangannya, manajemen 
keuangan. Pelatihan seminar tentang cara pengembangan 
usahanya lebih berkembang lagi supaya nda jalan di tempat 
katanya, lebih kreatifki lagi supaya banyak juga pembeli. ... 
kalau mengenai jumlahnya nda semuanya diundang 
katanya kan ada juga disana keluarga nda diundang, jadi 
dipilih-pilih kayaknya.” (Sumber: wawancara, 30 April 2015). 
 
Berdasarkan hasil wawancara mengenai pengetahuan 




pelatihan ini diharapkan mampu menambah pengetahuan para 
pedagang dalam mengelola usahanya. Dan untuk pedagang yang 
sudah memiliki pengetahuan tentang usaha diharapkan mampu 
mengajarkan pengetahuan tersebut ke pedagang yang belum 
memahami mengenai usaha mereka. 
b. Modal 
Modal adalah suatu yang sangat dibutuhkan di dalam 
sebuah usaha. Salah satu yang utama dalam suatu usaha adala 
modal. Tanpa modal suatu usaha susah untuk menghadapi 
persaingan, karena dengan adanya modal usaha tersebut mampu 
memberikan inovasi produksi hasil usaha.  
Jika berbicara tentang modal bagi pedagang kaki lima, ini 
merupakan masalah kedua setelah tempat usaha. Di mana modal 
ini masih sulit untuk didapatkan sesuai penuturan oleh oleh salah 
satu pedagang yang berjualan minuman. 
“...kalau modal dari pemerintah katanya memang nda ada 
yang dikasi, dari swasta-swastaji yang ada. Kalau dari 
pemerinah kemudahan tempatji kalau modal nda ada 
memang.” (Sumber: wawancara, 30 April 2015) 
 
“... Kalau modal itu modal sendiriji, nda ada dari modal 
pemerintah. Adaji dari bank mandiri tapi dibayar perbulanji, 
karna dana pinjaman ji katanya.” (Sumber: wawancara, 30 
April 2015)     
 
Penjelasan para pedagang tersebut menjelaskan bahwa 
belum ada langkah pemerintah terkait dengan pemberian modal 
usaha bagi para pedagang mereka hanya memperoleh dari dari 




Pendapat para pedagang tersebut kemudian diperjelas oleh 
pegawai dinas kebudayaan dan pariwisata yang ditugaskan 
mengelola kawasan kuliner pantai tak berombak. 
“...kalau modal usaha itu tidak ada sentuhan dari 
pemerintah.” (Sumber: wawancara, 8 mei 2015) 
 
Berdasarkan wawancara tersebut maka dapat disimpulkan 
bahwa terkait dengan modal usaha, para pedagang kaki lima 
masih menggunakan modal pribadi. Dan dari pihak pemerintah 
tidak memberikan modal usaha bagi para pedagang. Pemerintah 
hanya mempertegas mengenai kemudahan memperoleh tempat 
usaha dan mengenai modal untuk para pedagang tidak ada 





























1. Terdapat peraturan 
daerah tentang PKL 
2. Terdapat instansi 
pemerintah yang 
menangani PKL 
3. Memiliki lokasi yang 
strategis di tengah kota 
Kelemahan (W) 
1. Tidak adanya bantuan 
modal dari pemerintah 
2. Kejelasan kepemilikan 
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3. Kurangnya kerjasama 
Pemerintah Kabupaten 
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pemerintah dengan PKL 
Ancaman (T) 
1. Munculnya pedagang 
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semakin padatnya 
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Menfasilitasi ruang usaha dan 















IV.2.3 Pembahasan Penelitian 
Pedagang kaki lima merupakan suatu usaha ekonomi kerakyatan yang 
bergerak dalam usaha sektor informal memerlukan peningkatan dan 
pengembangan. Karena sektor usaha ini memberikan sumbangan kepada 
pendapatan daerah. Sehingga perlu dilakukan peningkatan dan pengembangan 
usaha baik dari pemerintah maupun dari pedagang itu sendiri. 
Terkait dengan peningkatan usaha dalam peraturan Presiden Republik 
Indonesia Nomor 125 Tahun 2012 tentang koordinasi dan pemberdayaan 
pedagang kaki lima pada bab iii pemberdayaan PKL pasal 7. Dimana koordinasi 
pemberdayaan PKL dilaksanakan diantaranya melalui; penyuluhan, pelatihan 
dan/atau bimbingan sosial, peningkatan kemampuan berusaha, pemberian 
bantuan, serta fasilitas akses permodalan. Berdasarkan peraturan tersebut jelas 
PKL seharusnya mendapatkan perhatian dari pemerintah sehingga para PKL bisa 
memperolah keuntungan maksimal. 
Penelitian menjelaskan bagaimana pemerintah mampu meningkatkan 
usaha pedagang kaki lima ini agar dapat meningkatkan pendapatan pedagang 
kaki lima yang akhirnya akan berdampak pada sumbangan pendapatan terhadap 
pendapatan daerah. Usaha-usaha yang dilakukan harus melibatkan berbagai 
instansi untuk mendapatkan hasil yang optimal sehingga peningkatan pendapatan 
pedagang kaki lima bisa tercapai. 
Strategi peningkatan usaha yaitu perluasan skala usaha dan perluasan 
cakupan usaha (Suryana, 2013: 221). Strategi yang digunakan adalah dengan 
melihat berbagai aspek yang harus diperhatikan untuk meningkatkan usaha para 
pedagang kaki lima diantaranya tenaga kerja, teknologi, tempat usaha, 




Untuk lebih jelasnya berikut pembahasan penelitian mengenai strategi 
peningkatan usaha pedagang kaki lima yang dilakukan di Kecamatan Turikale 
Kabupaten Maros : 
1. Perluasan Skala Usaha 
a. Tenaga Kerja 
Menurut Suparmoko dan Icuk Ranggabowono tenaga kerja 
adalah penduduk yang telah memasuki usia kerja dan memiliki 
pekerjaan, yang sedang mencari kerja pekerjaan, dan yang 
melakukan kegiatan lain seperti sekolah, kuliah dan mengurus 
rumah tangga. Charles dan Joseph juga menambahkan bahwa 
tenaga kerja merupakan faktor produksi yang bersifat homogen 
dalam suatu negara, namun bersifat heterogen (tidak identik) antar 
negara. 
Tenaga kerja merupakan faktor produksi insani yang secara 
langsung mamupun tidak langsung menjalankan kegiatan produksi. 
Faktor produksi tenaga kerja juga dikategorikan sebagai faktor 
produksi asli. Dalam faktor produksi tenaga kerja, terkandung unsur 
fisik, pikiran, serta kemampuan yang dimiliki oleh tenaga kerja. 
Oleh karena itu untuk meningkatkan produksi suatu usaha 
salah satu hal yang perlu ditingkatkan dalam pengingkatan usaha 
adalah tenaga kerja. Dimana jika suatu usaha memiliki tenaga kerja 
yang cukup maka usaha tersebut bisa berjalan dengan baik. 
Jumlah tenaga kerja juga harus disesuaikan dengan jenis usaha. 
Berdasarkan wawancara memberikan penjelasan bahwa 




tenaga kerja yang banyak yang penting mereka mampu melayani 
pelanggan yang datang dan menyiapkan apa yang pelanggan 
inginkan. 
b. Teknologi 
Teknologi menurut Miarso yaitu proses meningkatkan nilai 
tambah, proses tersebut menggunakan atau menghasilkan suatu 
produk, produk yang dihasilkan tidak terpisah dari produk lain yang 
telah ada, dan karena itu menjadi bagian integral dari suatu sitem. 
Kekuatan teknologi dan kecenderungan perubahan sangat 
berpengaruh terhadap usaha. Teknologi baru telah menciptakan 
produk-produk baru dan modifikasi produk lainnya. Kemajuan 
teknologi dalam menciptakan barang dan jasa telah mampu 
memenuhi kebutuhan dan permintaan konsumen.  
Pengaruh teknologi bagi para pedagang kaki lima tidak 
terlalu memberikan dampak yang signifikan, hal ini dikarenakan 
mereka hanya menggunakan teknologi yang yang berhubungan 
langsung dengan proses produksi. Bagi para pedagang yang 
menjual minuman mereka hanya membutuhkan alat seperti blender 
untuk mempermudah dalam hal pembuatan jus. Sehingga mereka 
hanya terpaku dengan teknologi yang berkaitan dengan proses 
produksi mereka. Jika mereka bisa mempelajari dan meningkatkan 
pemahaman mereka tentang teknologi maka usaha mereka akan 








c. Tempat Usaha 
Pemilihan tempat usaha untuk setiap bentuk kegiatan dalam 
proses produksi sangat menentukan efektivitas dan efesiensi 
keberlangsungan usaha tersebut. Suatu lokasi yang optimal secara 
ekonomis, mengurangi beban biaya yang ditanggung oleh suatu 
bentuk kegiatan. Dalam pemilihan lokasi usaha yang tepat akan 
mempengaruhi faktor-faktor yang paling menentukan berdirinya 
usaha tersebut biasanya diorientasikan terhadap bahan mentah, 
pasar dan sumber bahan baku. Aksebilitas adalah suatu faktor ang 
sangat mempengaruhi apakah suatu lokasi menarik unutk 
dikunjungi atau tidak. Tingkat aksebilitas merupakan tingkat 
kemudahan di dalam mencapai dan menuju arah suatu lokasi 
ditinjau dari lokasi lain (Tarigan, 2006). Menurut Tarigan, tingkat 
akebilitas dipengaruhi oleh jarak, kondisi prasarana perhubungan, 
ketersediaan berbagai kenyamanan untuk jalur tersebut. 
Masalah utama bagi para pedagang kaki lima yaitu masalah 
tempat, dimana-mana permasalah tempat menjadi musuh utama 
para pedagang kaki lima. Tetapi para pedagang kaki lima yang 
berjualan di Pantai Tak Berombak sendiri tidak merasa kesulitan 
lagi dalam hal tempat usaha, karena mereka telah diberikan 
kemudahan tempat usaha. Bahkan pemerintah menjadikan lokasi 
ini menjadi kawasan kuliner pertama di Kabupaten Maros. Hal ini 
memberikan dampak positif bagi para pedagang kaki lima karena 




tempat ini akan ramai dikunjungi oleh masyarakat. Sehingga 
mampu meningkatkan penghasilan para pegadang kaki lima. 
2. Perluasan Cakupan Usaha 
a. Pengetahuan Usaha 
Usaha yang dijalankan tanpa memiliki pengetahuan akan 
memberikan dampak kegagalan dalam menjalankan suatu usaha. 
Posisi pengetahuan usaha sangat penting dalam usaha karena jika 
seorang pengusaha memiliki pengetahuan usaha maka mereka 
mampu bersaing dengan usaha lain dan selalu menciptakan 
suasana baru terhadap usahanya baik dari segi produk maupun hal 
lain yang mendukung suatu usaha. 
Terkait dengan pengetahuan usaha, instansi terkait yang 
menangani pedagang kaki lima di Kabupaten Maros kemudian 
membuat suatu program dimana melibatkan para pedagang kaki 
lima yang berjualan di Kawasan Kuliner Pantai Tak Berombak untuk 
ikut dalam program pelatihan dan pengembangan yang 
dilaksanakan. Para pedagang merasa sangat berterima kasih 
dengan adanya program ini, karena mereka diajarkan bagaimana 
mengelola keuangan dan bagaimana mengembangkan produk 
yang mereka hasilkan. Sehingga dengan adanya program ini 
diharapkan para pedagang kaki lima bisa meningkatkan 
penghasilan mereka.  
b. Modal 
Posisi modal dalam suatu usaha sangat menentukan 




berdiam di tempat. Ini kemudian menjadi masalah bagi suatu usaha 
apabila mereka tidak mampu mengakses modal atau mereka 
mengalami kesulitan dalam hal pengurusan modal. 
Bagi para pedagang kaki lima di Kawasan Kuliner Pantai 
Tak Berombak Kabupaten Maros masalah modal ini sangat 
dirasakan karena mereka mengalami kesulitan untuk mengakses 
modal, apalagi pemerintah tidak memberikan bantuan modal 
kepada mereka, hal ini diperjelas dengan wawancara yang 
dilakukan. Sehingga mereka merasa kesulitan untuk meningkatkan 
usaha mereka. 
Tanpa modal usaha akan sulit untuk meningkat, sehinga 
perlu adanya bantuan pemerintah dalam hal ini pemberian modal 



















Masalah utama yang dihadapi oleh pedagang kaki lima adalah masalah 
tempat (lokasi berjualan). Dengan melihat kondisi di Kabupaten Maros dimana 
para pedagang kaki lima sudah diberikan tempat khusus untuk berjualan, sehingga 
mengenai tempat usaha mereka tidak perlu lagi mempermasalahkan hal tersebut. 
Tetapi masalah yang menjadi hambatan bagi para PKL yang ada di Pantai Tak 
Berombak yaitu mereka terkendala oleh modal. Dimana kita tahu bahwa modal 
merupakan salah satu faktor yang sangat mempengaruhi produksi suatu usaha 
yang berdampak terhadap pendapatan mereka. Tetapi pemerintah tidak campur 
tangan mengenai modal usaha, jadi para pedagan hanya menggunakan modal 
sendiri. 
V.2 Saran 
Berdasarkan hasil kesimpulan diatas, penulis memberikan saran sebagai 
berikut: 
1.  Untuk meningkatkan penghasilan para pedagang kaki lima perlu 
adanya bantuan berupa bantuan dana dari pemerintah kepada para 
pedagang kaki lima agar mereka bisa meningkatkan usaha mereka. 
2. Perlu diadakan penyuluhan dan pembelajaran tentang bagaimana 
pengaruh dan pemamfaatan teknologi terhadap peningkatan 
pengahsilan para pedagang kaki lima. 
3. Perlu koordinasi yang lebih baik atara para instansi yang menangani 




pengelolaan dan pengawasan terhadap pedagang kaki lima bisa 





























Afiffuddin. 2010. Pengantar Administrasi Pembangunan: Konsep, Teori, dan 
Implikasinya di Era Reformasi. Bandung: Alfabeta 
 
Arsyad, Lincolin. 1999. Ekonomi Pembangunan. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu 
Ekonomi 
 
Bryson, John. M. 2007. Perencanaan Strategis Bagi Organisasi Sosial. Jakarta: 
Pustaka Pelajar 
 
Budiman, Arief. 2006. Kebebasan, Negara, Pembangunan. Jakarta: Pustaka 
Alvabet 
 
Chandra, Eka, dkk. Membangun Forum Warga: Implementasi Gagasan Partisipasi 
dan Penguatan Masyarakat Sipil di Kabupaten Bandung. Bandung: Akatiga 
 
Gitosudarmo, H. Indriyo. 2008. Manajemen Strategis. Yogyakarta: BPFE-
Yogyakarta 
 
Hunger, J. David, and Wheelen, Thomas L.. 2003. Managemen Strategis. 
Yogyakarta: Andi 
 
H. Basri, Faisal. 1995. Perekonomian Indonesia Menjelang Abad XXI: Distorsi, 
Peluang dan Kendala. Jakarta: Erlangga 
Kurniawan, Fitri Lukiastuti dan Hamdani, Muliawan. 2008. Manajemen Strategik 
dalam Organisasi. Yogyakarta: Media Pressindo 
Makmur, H. 2009. Teori Manajemen Stratejik dalam Pemerintahan dan 
Pembangunan. Bandung: PT. Refika Aditama 
 
Permadi, Gilang. 2007. Pedagang Kaki Lima, Riwayatmu Dulu, Nasibmu Kini!. 
Jakarta: Yudhistia 
 
Prabu Mangkunegara, Anwar. 2014. Evaluasi Kinerja SDM. Bandung: PT. Refika 
Aditama 
Salusu. 2002. Pengambilan Keputusan Stratejik Untuk Organisasi Publik dan 
Organisasi Non Profit. Jakarta: PT Grasindo 
Sedarmayanti. 2014. Manajemen Strategi. Bandung: PT. Reflika Aditama 
 
Solihin, Ismail. 2012. Manajemen Strategik. Bandung: Erlangga 
 
Sukirno, Sadono, et al. 2012. Pengantar Bisnis: Edisi Pertama. Jakarta: Prenada 
 






Susanto, AB. 2014. Manajemen Strategik Komprehensif. Jakarta: Erlangga  
 
Umar, Husein. 2013. Desain Penelitian Manajemen Strategik: Cara Mudah 
Meneliti Masalah-Masalah Manajemen Strategik untuk Skripsi, Tesis, dan 
Praktik Bisnis. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada 
 
Yogi, Dkk. 2007. Manajemen Stratejik Terapan: Panduan Cara Menganalisa 
Industri & Pesaing. Jakarta: CV. Poliyama Widya Pustaka 
 
Peraturan Perundang-Undangan: 
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1948 tentang 
Pemberantasan Penimbunan Barang Penting 
 
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2012 tentang 
Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima 
 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2012 
tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima 
 
Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 2 Tahun 2006 tentang Penataan 
Pedagang Kaki Lima 
 
Jurnal: 
Deden Muhammad Haris. 2011. Strategi Pengembangan Usaha Sektor Informal 
dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi dan Penanggulangan 
Kemiskinan di Perkotaan. Jurnal LAB-ANE Fisip Untirta 
 
Website:  
 Eko. 2011. Analisis Sektor Informal di Perkotaan. From: 
http://www.lemlit.uhamka.ac.id/index.php?pilih=news&mod=yes&aksi=lihat&id=3
6&judul=analisis-usaha-sektor-informal-di-perkotaan.html. Selasa, 4 November 
2015. 21:04 
 




























DAFTAR RIWAYAT HIDUP 
 
Nama Lengkap  : Muhammad Nur 
Tempat, Tanggal Lahir : Parigi, 11 Januari 1993 
Agama    : Islam 
Alamat    : Jl. Perintis Kemerdekaan KM.VII 
Jenis Kelamin   : Laki-Laki  
Suku/Bangsa   : Bugis Makassar / Indonesia 
Status    : Belum Menikah 
Nomor Handphone  : 085 255 568 146 
 
DATA ORANG TUA 
Nama Ayah    : H. Abdul Karim 
Nama Ibu   : Hj. Nurlia 
Pekerjaan Ayah   : Petani 
Pekerjaan Ibu   : Wiraswasta 
Alamat Orang Tua  : Dusun Parigi, Desa Lebotengngae, Kecamatan  
Cenrana, Kabupaten Maros 
 
RIWAYAT PENDIDIKAN 
1999 – 2005   : SD Nomor 37 Inpres Parigi 
2005 – 2008   : SMP Negeri 2 Camba 











PEDOMAN WAWANCARA  
Strategi Peningkatan Usaha Pedagang Kaki Lima 
Di Kecamatan Turikale Kabupaten Maros 
 
APARAT BIROKRASI 
1. Bagaimana strategi pemerintah dalam hal penanganan pedagang kaki 
lima? 
2. Bagaimana kejelasan tempat para pedagang kaki lima? 
3. Siapa-siapa saja yang ikut terlibat dalam penanganan pedagang kaki 
lima? 
4. Bagaimana upaya pemerintah untuk meningkatkan pendapatan para 
pedagang kaki lima? 
5. Apakah pemerintah memberikan bantuan kepada para pedagang kaki 
lima berupa modal baik dalam bentuk barang maupun dana? 
PEDAGANG KAKI LIMA 
1. Apakah relokasi yang dilakukan pemerintah memberikan manfaat? 
2. Adakah pelatihan yang dilakukan pemerintah terkait dengan 
peningkatan penghasilan para pedagang? 
3. Apakah pemerintah memberikan modal kepada para pedagang? 
4. Apakah penentuan tempat yang dilakukan pemerintah membantu 
peningkatan pendapatan? 
5. Fasilitas-fasilitas apa saja yang disediakan oleh pemerintah bagi para 
pedagang kaki lima? 
 
